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“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami 
akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka 
mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan 
perbuatannya.” 
(QS Al-A’raf : 96) 
 
“Tidaklah Seorang muslim menanam pohon atau tumbuhan kemudian burung, 
manusia dan hewan memakan buah buahan dari pohon yang dia tanam kecuali 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana 
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa terhadap tingkat Indeks 
Pembangunan Manusia pada 18 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-
2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Dana 
Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa diperoleh 
dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dari Kementrian Keuangan. Sedangkan 
data Indeks Pembangunan Manusia diperoleh dari Badan Pusat Statistika. 
Data dianalisis dengan menggunakan regresi data panel. Diketahui bahwa 
Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia,  Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Dana Desa tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 
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1.1 Latar Belakang 
Beragamnya daerah di Indonesia yang meliputi provinsi, kabupaten/kota, 
kecamatan dan desa/kelurahan membutuhkan sistem yang mengatur agar 
ketimpangan daerah tidak semakin lebar yaitu sistem otonomi daerah. Dengan 
adanya Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
disebutkan bahwa Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, asas 
dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan 
memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan 
otonomi daerah. Artinya Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan membuat 
kebijakan daerah untuk memberi layanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan 
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan 
masyarakat.1  
Konsekuensi dari desentralisasi fiskal adalah pengalihan sumber-sumber 
pembiayaan kepada dearah sesuai dengan asas money follows function. Daerah 
diberikan keleluasaan untuk menciptakan atau menggali sumber-sumber 
penerimaan daerahnya sendiri. Namun, kondisi daerah sangat beragam atau 
memiliki heterogenitas yang tinggi. Beberapa daerah memiliki sumber kekayaan 
alam yang melimpah dan pajak daerah yang tinggi, di sisi lain ada daerah yang tidak 
memiliki sumber-sumber penerimaan yang memadai. Implikasinya pemerintah 
pusat harus tetap memberikan bantuan kepada daerah untuk menjalankan fungsi 
distribusi agar tercipta pemerataan hasil pembangunan.2
                                                             
1 Rudi Badrudin, Ekonomika otonomi daerah, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017, 
h.16.  
2 Sukanto, “Dampak Dana Transfer Dan Peran Kelembagaan Terhadap Kinerja 
Pembangunan Di Provinsi Banten”, Disertasi Doktor studi perencanaan pembangunan, Bogor, 
Institut Pertanian Bogor, 2018, h.6-7. 
 
  
Dengan adanya otonomi daerah maka urusan yang menjadi hak dan 
tanggung jawab daerah meningkat. Untuk itu diperlukan sumber daya, termasuk 
sumber daya keuangan.3 Dalam penyelenggraan pemerintahan daerah kebutuhan 
pendanaan dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pada 
APBD tersebut terdapat tiga struktur, yaitu Sisi Penerimaan, Sisi Pengeluaran dan 
Sisi Pembiayaan. Pada sisi penerimaan sebuah APBD terdapat sumber pendapatan 
daerah, yaitu berupa pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain 
pendapatan daerah yang sah. Pada dana perimbangan itulah terdapat transfer dana 
dari Pemerintah Pusat kepada Daerah. Saat ini, transfer ke Daerah selalu 
mendominasi struktur keuangan daerah. Daerah terlalu tergantung dari besaran 
dana transfer tersebut4. Pengelolaan Keuangan di era otonomi daerah seharusnya 
dilakukan secara optimal agar secara bertahap dapat mengurangi tingkat 
ketergantungan pembiayaan daerah otonom. Fenomena yang terjadi selama ini, 
yaitu sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah 
ternyata selama ini bekum mampu mewujudkan konsep otonomi daerah yang nyata 
dan bertanggung jawab.5 Fenomena ketergantungan pemerintah daerah terhadap 
dana transfer pusat hampir terjadi di semua daerah di Indonesia termasuk kabupaten 
dan kota yang ada di Jawa Barat. 
Dana Transfer Daerah dan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari 
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah otonom untuk mendanai 
kebutuhan daerah dalam rangka desentralissi dengan mekanisme dana dana 
perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum 
(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana 
Keistimewahan DIY, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa yang di 
alokasikan langsung ke Pemerintah Desa yang hanya dikhususkan untuk kabupaten 
tidak untuk daerah Kota. Penggunaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
                                                             
3 Baldric Siregar, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017, h.73 
4 Harsanto Nursandi, “Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah: Transfer Pusat 
Ke Daerah, Pemerataan Keuangan Daerah Dan Kap Asitas Daerah”, Jurnal Hukum dan 
Pembangunan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009 h. 258. 
5 Wempi Banga, Administrasi Keuangan Negara dan Daerah, Bogor : Ghalia Indonesai, 
2017, h 87. 
  
yang saat ini sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah, membuat 
pemerintah daerah memegang peranan penting, kemana dana perimbangan dan 
dana desa akan dialokasikan dan didistribusikan sangat mempengaruhi manfaat dari 
dana transfer tersebut.6  Dengan demikian maka dana transfer dari pusat harus 
benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat. 
Dari seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, 
pendapatan daerah dari dana transfer ke darah dan dana desa tahun anggaran 2015-
2018 paling tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur  
Tabel 1.1 Jumlah Dana Transfer 
(dalam miliar rupiah) 
Per Kab/Kota 2015 2016 
 Jumlah Rata-rata Jumlah Rata-rata 
Jawa Barat Rp 55.062,84 Rp 2.039,37 Rp 59.675,74 Rp 2.210,21 
Jawa Tengah Rp 53.027,18 Rp 1.515,06 Rp 5.9007,50 Rp 1.685,93 
Jawa Timur Rp 61.040,99 Rp 1.606,34 Rp 66.966,34 Rp 1.762,27 






                                                             
6 Muhammad Hasan, “Pengaruh Dana Transfer Pusat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan”, Jurnal Economi Volume 3, Makasar, Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Makassar, 2015, h.14. 
  
Tabel 1.2 Jumlah Dana Transfer 
(dalam miliar rupiah) 
Per Kab/Kota 2017 2018 
 Jumlah Rata-rata Jumlah Rata-rata 
Jawa Barat Rp 64.734,65 Rp 2.397,58 Rp 65.036,38 Rp 2.408,75 
Jawa Tengah Rp 64378,16 Rp 1.839,36 Rp 64.1800,58 Rp 1.833,72 
Jawa Timur Rp 72.012,21 Rp 1.895,06 Rp 75.828,74 Rp 1.995,49 
Sumber : LKPP 2015-2018 diolah 
Seperti diketahui, transfer ke daerah dan dana desa merupakan bagian dari 
desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang digunakan untuk memformulasikan 
struktur hubungan keuangan antara pusat dan daerah. hal tersebut bertujuan untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi dan pemanfaatan sumber daya. 
Diketahui dana transfer ke daerah dan dana desa selama tahun 2015-2018 
mengalami kenaikan. Naiknya anggaran transfer ke daerah dan dana desa ini 
bertujuan untuk mewujudkan nawacita yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko 
Widodo, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah 
daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.7 
Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk 
memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dari berbagai aspek baik 
ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan maupun aspek lainya yang bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangan Islam Fokus dan inti 
utama pembangunan dalam Islam adalah pembangunan manusia itu sendiri 
termasuk aspek sosial dan budayanya. Pemikiran ini berangkat dari pandangan 
Islam yang menempatkan manusia sebagai khalîfah yang diamanahkan oleh Allah 
                                                             
7 Ditjen Perimbangan, “Dana Transfer ke Daerah untuk Nawacita”, 
http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/anggaran-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa-untuk-
mewujudkan-nawacita/, di akses 12 maret 2019. 
  
untuk mengelola bumi sesuai dengan kehendak-Nya (syariat Islam) yang pada suatu 
saat nanti (di akhirat) akan diminta pertanggungjawaban atas pembangunan 
(amalan) yang telah dilakukannya. Pembangunan dalam pemikiran Islam bermuara 
pada Al-Quran QS. Hûd [11]: 61  
 ْمَُكأَشَْنأ َوُه ۖ ُهُرْيَغ ٍه َِٰلإ ْنِم ْمَُكل اَم َ هاللَّ اوُُدبْعا ِمَْوق َاي َلَاق ۚ اًحِلاَص ْمُهاََخأ َدوَُمث َٰىِلإَو  َنِم
 َف اَهيِف ْمُكَرَمَْعتْساَو ِضَْرْلْا ٌبيِجُم ٌبيَِرق ِي بَر هنِإ ۚ ِهَْيِلإ اُوبُوت هُمث ُهوُرِفَْغتْسا  
Artinya: “Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh 
berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain 
Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 
pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-
Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa 
hamba-Nya)".  
Pada kalimat   اَهيِف ْمُكَرَمَْعتْساَو mengandung arti perintah dari Allah yang 
bersifat mutlak agar manusia menciptakan kemakmuran di muka bumi ini 
Kesejahteraan harus dilihat secara komprehensif yang juga meliputi 
terpenuhinya kebutuhan dasar maqhasid syariah yang harus menjadi prioritas 
pembangunan yaitu Hifdz Ad-Din/memelihara agama, Hifdz An-Nafs/memelihara 
jiwa, Hifdz Al’Aql/memelihara akal, Hifdz An-Nasb/memelihara keturunan dan 
Hifdz Al-Maal/memelihara Harta. 
Oleh karena itu, Terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu akan 
berkorelasi pada peningkatan kesejahteraan atau tercipta kesejahteraan. Dan 
sebaliknya apabila manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, ia akan 
merasakan ketidakpuasan, tidak damai, tidak senang, tidak bahagia, tidak aman. 
Kondisi ini adalah kondisi tidak sejahtera.8 
                                                             
8 Ali Rama Dan Makhlani, “Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah”, 
Jurnal ekonomi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2013, h.37 dan 39. 
  
Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur bagaimana otonomi daerah 
dengan mekanisme transfer ke daerah dan dana desa dikelola baik untuk 
kesejahteraan masyarakat dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ). 
Indeks Pembangunan Manusia diperkenalkan oleh UNDP (United Nations 
Development Programme) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala 
dalam laporan tahunan HDR (Human Development Report). IPM adalah 
pengukuran perbandingan dari Kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak 
untuk semua negara/wilayah di seluruh dunia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
disusun untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara atau wilayah adalah negara 
maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur 
pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.9  Nilai IPM tiap 
daerah mengalami kenaiakan tiap tahunnya berikut data perbandingan nilai IPM 
didaerah-daerah provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah : 
Tabel 1.3 Nilai IPM Kab/Kota Jawa Barat 
Kabupaten/Kota 2015 2016 2017 2018 
Bandung 70,05 70,69 71,02 71,75 
Bekasi 71,19 71,83 72,63 73,49 
Bogor 67,77 68,32 69,13 69,69 
Ciamis 68,02 68,45 68,87 69,63 
Cianjur 62,42 62,92 63,7 64,62 
Cirebon 66,07 66,7 67,39 68,05 
Garut 63,21 63,64 64,52 65,42 
Indramayu 64,36 64,78 65,58 66,36 
                                                             
9 Zul Fadhly , “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana 
Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat”, Jurnal 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, h.2. 
  
Karawang 67,66 68,19 69,17 69,89 
Kuningan 67,19 67,51 67,78 68,55 
Majalengka 64,75 65,25 65,92 66,72 
Pangandaran 65,62 65,79 66,6 67,44 
Purwakarta 67,84 68,56 69,28 69,98 
Subang 66,52 67,14 67,73 68,31 
Sukabumi 64,44 65,13 65,49 66,05 
Sumedang 69,29 69,45 70,07 70,99 
Tasikmalaya 63,17 63,57 64,14 65 
Bandung Barat 65,23 65,81 66,63 67,46 
Kota Bogor 73,65 74,5 75,16 75,66 
Kota Sukabumi 71,84 72,33 73,03 73,55 
Kota Bandung 79,67 80,13 80,31 81,06 
Kota Cirebon 73,34 73,7 74 74,35 
Kota Bekasi 79,63 79,95 80,3 81,04 
Kota Depok 79,11 79,6 79,83 80,29 
Kota Cimahi 76,42 76,69 76,95 77,56 
Kota Tasikmalaya 69,99 70,58 71,51 72,03 
Kota Banjar 69,31 70,09 70,79 71,25 
Rata rata 69,18  69,68  70,14  71,20  




Tabel 1.4 Nilai IPM Kab/Kota Jawa Tengah 
Kabupaten/Kota 2015 2016 2017 2018 
Banjarnegara 64,73 65,52 65,86 66,54 
Banyumas 69,89 70,49 70,75 71,3 
Batang 65,46 66,38 67,35 67,86 
Blora 66,22 66,61 67,52 67,95 
Boyolali 71,74 72,18 72,64 73,22 
Brebes 63,18 63,98 64,86 65,68 
Cilacap 67,77 68,6 68,9 69,56 
Demak 69,75 70,1 70,41 71,26 
Grobogan 68,05 68,52 68,87 69,32 
Jepara 70,02 70,25 70,79 71,38 
Karanganyar 74,26 74,9 75,22 75,54 
Kebumen 66,87 67,41 68,29 68,8 
Kendal 69,57 70,11 70,62 71,28 
Klaten 73,81 73,97 74,25 74,79 
Kudus  72,72 72,94 73,84 74,58 
Magelang 67,13 67,85 68,39 69,11 
Pati 68,51 69,03 70,12 70,71 
  
Pekalongan 67,4 67,71 68,4 68,97 
Pemalang 63,7 64,17 65,04 65,67 
Purbalingga 67,03 67,48 67,72 68,41 
Purworejo 70,37 70,66 71,31 71,87 
Rembang 68,18 68,6 68,95 69,46 
Semarang 71,89 72,4 73,2 73,61 
Sragen 71,1 71,43 72,4 72,96 
Sukoharjo 74,53 75,06 75,56 76,07 
Tegal 65,04 65,84 66,44 67,33 
Temanggung 67,07 67,6 68,34 68,83 
Wonogiri 67,76 68,23 68,66 69,37 
Wonosobo 65,7 66,19 66,89 67,81 
Kota Magelang 76,39 77,16 77,84 78,31 
Kota Surakarta 80,14 80,76 80,85 81,46 
Kota Salatiga 80,96 81,14 81,68 82,41 
Kota Semarang 80,23 81,19 82,01 82,72 
Kota Pekalongan 72,69 73,32 73,77 74,24 
Kota Tegal 72,96 73,55 73,95 74,44 
Rata rata 70,08  70,61  71,19  71,79  
Sumber : IPM BPS 2015-2018 diolah 
Tabel 1.5 Nilai IPM Kab/Kota Jawa Timur 
  
Kabupaten/Kota 2015 2016 2017 2019 
Bangkalan 61,49 62,06 62,3 62,87 
Banyuwangi 68,08 69 69,64 70,06 
Blitar 68,13 68,88 69,33 69,93 
Bojonegoro 66,17 66,73 67,28 67,85 
Bondowoso 63,95 64,52 64,75 65,27 
Gresik 73,57 74,46 74,84 75,28 
Jember 63,04 64,01 64,96 65,96 
Jombang 69,59 70,03 70,88 71,86 
Kediri 68,91 69,87 70,47 71,07 
Lamongan 69,84 70,34 71,11 71,97 
Lumajang 63,02 63,74 64,23 64,83 
Madiun 69,39 69,67 70,27 71,01 
Magetan 71,39 71,94 72,6 72,91 
Malang 66,63 67,51 68,47 69,4 
Mojokerto 70,85 71,38 72,36 72,64 
Nganjuk 69,9 70,5 70,69 71,23 
Ngawi 68,32 68,96 69,27 69,91 
Pacitan 64,92 65,74 66,51 67,33 
Pamekasan 63,1 63,98 64,93 65,41 
Pasuruan 65,04 65,71 66,69 67,41 
  
Ponorogo 68,16 68,93 69,26 69,91 
Probolinggo 63,83 64,12 64,28 64,85 
Sampang 58,18 59,09 59,9 61 
Sidoarjo 77,43 78,17 78,7 79,5 
Situbondo 64,53 65,08 65,68 66,42 
Sumenep 62,38 63,42 64,28 65,25 
Trenggalek 67,25 67,78 68,1 68,71 
Tuban 65,52 66,19 66,77 67,43 
Tulungagung 70,07 70,82 71,24 71,99 
Kota Kediri 75,67 76,33 77,13 77,58 
Kota Blitar 76 76,71 77,1 77,58 
Kota Malang 80,05 80,46 80,65 80,89 
Kota Probolinggo 71,01 71,5 72,09 72,53 
Kota Pasuruan 73,78 74,11 74,39 74,78 
Kota Mojokerto 75,54 76,38 76,77 77,14 
Kota Madiun 79,48 80,01 80,13 80,33 
Kota Surabaya 79,47 80,38 81,07 81,74 
Kota Batu 72,62 73,57 74,26 75,04 
Rata-Rata 68,93  69,81  70,35  71,24  
Sumber : IPM BPS 2015-2018 diolah 
  
Berdasarkan tabel 1.1 dan Tabel 1.2 Realisasi Dana Transfer ke Daerah dari 
seluruh Kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2018 
selalu mengalami kenaikan dan paling tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa 
Tengah dan Jawa Timur. Namun hal tersebut tidak dikuti dengan nilai rata - rata 
Indeks Pembangunan Manusia per Kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa 
Barat. berdasarkan tabel 1.3, 1.4 dan 1.5 justru nilai Indeks Pembangunan Provinsi 
Jawa Barat paling rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa 
Timur. Pendapatan daerah dari dana transfer ke daerah dan dana desa yang tinggi 
di daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat seharusnya diimbangi dengan capaian IPM 
karena pendapatan yang diterima dari dana transfer ke daerah dialokasikan ke 
belanja daerah untuk meningkatkan sektor yang mendukung peningkatan 
pemerataan pembangunan daerah termasuk Indeks Pembangunan Manusianya. 
 Penelitian tentang Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 
Khusus, Dana Desa dan Indeks Pembangunan Manusia  telah diteliti oleh peneliti 
peneliti sebelumnya, seperti :  
Hasan dan Agung (2018) meneliti tentang Pengaruh PAD, DAU, dan DAK 
Terhadap IPM Dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening pada 
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2011-2015. Hasil penelitian menyatakan 
bahwa PAD berpengaruh Terhadap IPM, DAU dan DAK tidak berpengaruh 
terhadap IPM, namun berpengaruh secara tidak langsung melalui variabel Belanja 
Modal terhadap IPM pada Kabupaten/Kota di Riau 
Budi (2017) meneliti tentang Pengaruh PAD, Dana Perimbangan Dan 
Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah 
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2012-2014. Hasil penelitian menyatakan 
bahwa PAD, DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap IPM, Belanja Daerah 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan DAU berpengaruh 
negatif dan signifikan  terhadap IPM, berpengaruh negatif disebabkan disebabkan 
karena komponen alokasi dasar(Gaji PNS) masih menjadi komponen utama yang 
mendominasi keseluruhan DAU yang diterima oleh daerah. 
  
Rifa’i (2016) meneliti tentang Faktor- Faktor yang mempengaruhi Indeks 
Pembangunan Manusia di Daerah Yogyakarta Tahun 2008-2013. Hasil penelitian 
meyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
IPM, Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, PDRB dan 
PAD tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap IPM.  
Siswadi (2015) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD Dan Dana 
Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal Pada 
Kbupaten/Kota se provinsi NTB. Hasil penelitian menyatakan PAD berpengaruh 
positif dan signifikan, DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM,  
PDRB, dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sedangkan DBH 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui belanja Modal. Hal ini 
bermakna bahwa DBH hanya akan dapat mempengaruhi IPM jika melalui Belanja 
Modal, peningkatan DBH akan turut meningkatkan belanja modal. Peningkatan 
belanja modal ini juga akan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan 
masyarakat yang dilaksanakan melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, 
dan unsur ekonomi yang tercermin dengan meningkatnya IPM. 
Hayati dan Achasa (2016) meneliti tentang Dampak Desentralisasi Fiskal 
Terhadap IPM Di Indonesia tahun 2000-2014. Hasil penelitian menyatakan Rasio 
PAD dan Rasio DBH SDA berpengaruh positif terhadap IPM, sedangkan PDRB 
perkapita berpengaruh negatif terhadap IPM. 
Widarwanto, Erlina dan Yahya (2014) meneliti tentang Pengaruh DAU, 
DAK, PAD, DBH, Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Terhadap IPM Dengan 
Belanja Pelayanan Dasar (BPD) Sebagai Moderating Variabel. Hail penelitian 
menytakan bahwa DAU, PAD dan DBH berpengaruh secara positif terhadap IPM. 
DAK dan BKP berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan  terhadap IPM. 
 Harahap (2011) meneliti tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana 
Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
Pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara Tahun 2006-2008. Hasil Penelitian 
Menyatakan bahwa DAU, DAK, dan DBH secara simultan berpengaruh terhadap 
  
variabel dependen IPM. Sedangkan  Secara parsial DAU, DAK dan DBH tidak 
berpengaruh terhadap IPM. Hal ini sejalan dengan penelitian Budi Sinulingga 
(2007) bahwa sektor-sektor yang mempunyai pengaruh tinggi terhadap peningkatan 
IPM ialah sektor yang mengurangi kesenjangan yaitu sektor perdagangan, tenaga 
kerja dan industri. Sedangkan Sektor-sektor infrastruktur memiliki pengaruh 
langsung relatif kecil terhadap peningkatan IPM. 
 Afrilianto (2017) meneliti tentang Alokasi Dana Desa  Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten Bogor. Hasil penelitian menyatakan bahwa 
Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). 
Rusydi (2012) meneliti tentang Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap 
Kesejahteraan Masyarakat (Pendapatan Perkapita) Desa Di Kabupaten Takalar 
tahun 2007-2011. Hasil penelitian menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten 
Takalar. 
 Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “ Pengaruh Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 
Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat 
tahun 2015-2018. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian maka dirumuskan permasalahan 
sebagai Berikut : 
1) Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 ? 
2) Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia  pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018  ? 
3) Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia   pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018  ? 
  
4) Apakah Dana Desa berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia  
pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018  ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pokok masalah di atas maka tujuan penelitian adalah: 
1) Menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia  pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. 
2) Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. 
3) Menganalisis pengaruh alokasi Dana Khusus terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia  pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. 
4) Menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat  
1.4 Manfaat Penelitian 
1) Manfaat Akademis 
Bagi Peneliti Selanjutnya menambah bahan kajian, referensi tentang Dana 
Transfer Ke Daerah, Dana Desa dan Indeks Pembangunan Manusia 
2) Manfaat Praktis 
a. Bagi Masyarakat 
Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan 
pemerintah daerah dalam penggunaan APBN serta mengetahui peningkatan 
kualitas pembangunan manusia. 
b. Bagi Pemerintah 
Bahan referensi untuk mengambil kebijakan strategis dalam upaya 
peningkatan indeks pembangunan manusia. 
  
 
 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Kajian Teori 
2.1.1 Teori Keagenan 
Menurut Jensen and Meckling (1976 ) hubungan keagenan merupakan 
sebuah kontrak antara principal dengan agent, dengan melihat pendelegasian 
beberapa wewenang dan pengambilan keputusan kepada agen. Sebagai agen 
manajer secara moral memiliki tanggung jawab untuk mengelola kewenangan yang 
diberikan oleh pihak principal. 1 
Keterkaitan teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat dari hubungan 
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah pusat sebagai 
principal melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah sebagai agent untuk 
mengelolala wilayah pemerintahan daerah. konsekuensi dari pendelegasian 
wewenang tersebut, pemerintah pusat menurunkan dana transfer ke daerah dana 
desa yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah, baik dalam mendanai 
kebutuhan pemerintahan sehari-hari maupun dalam memberi pelayanan publik 
yang lebih baik kepada masyarakat. Disamping itu, teori keagenan juga tersirat 
dalam hubungan pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai principal 
telah memberikan sumber daya kepada Pemerintah  berupa pajak, sudah seharusnya 
pemerintah sebagai agent memberikan timbal balik kepada masyarakat.2 
                                                             
1 Riri Zelmiyanti, “Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah Dan 
Belanja Modal”, Jurnal Universitas Islam ’45 Bekasi, h.12. 
2 Ana Mei Rafika, “Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
Se-Indonesia”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung 2017, h.6. 
  
Dalam Islam Teori Keagenan diberikan suatu kejelasan mengenai bentuk 
relasi yang mendasari hubungan pemerintah pusat dan daerah ataupun masyarakat 
dengan pemerintah bentuk relasi tersebut muncul dari konsep dasar amanah.3  
 ِساَّنلا َنَْيب ُْمتْمَكَح َاذِإَو اَهِلَْهأ َٰىلِإ ِتَاناََمْلْا اوُّدَُؤت َْنأ ْمُكُرُْمَأي َ َّاللَّ َّنِإ َ َّاللَّ َّنِإ ۗ ِهِب ْمُكُظَِعي ا َّمِعِن َ َّاللَّ َّنِإ ۚ ِلَْدعْلاِب اوُمُكَْحت َْنأ
اًريَِصب ًاعيِمَس َناَك 
Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 
Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS An-Nisa :58) 
Pemerintah sebagai agent yang diamanati oleh rakyat, dituntut untuk 
memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan berupaya 
memberikan pelayanan terbaik secara adil, transparan dan bertanggung jawab. 
2.1.2 Otonomi Daerah 
1. Pengertian Otonomi 
Otonomi atau autonomi berasal dari bahasa yunani, auto berarti sendiri dan 
noumos berarti hukum atau peraturan, UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah 
menyebutkan pengertian dari otonomi tersebut. Dalam ketentuan umum UU 
No.32/2004 pasal 1 nomor 5 dan 6 menyebutkan:“Otonomi daerah adalah hak, 
wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan”. Dalam ketentuan umum UU No.32/2004, “Daerah otonom 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan 
                                                             
3 Elfianto. “ Agency Theori Dalam Pespektif Syariah”. Jurnal Fakultas Ekonomi 
Universitas Tamansiswa Padang,.h.43. 
  
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.4 
2. Prinsip Otonomi 
Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas , 
nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan 
dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang 
berkeadilan . Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan 
dengan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta 
memperhatikan ptensi dan keanekaragaman daerah .5 
2.1.3 Desentralisasi Fiskal 
1. Pengertian Desentralisasi Fiskal 
 Desentralisasi Fiskal adalah suatu cara yang dilakukan oleh setiap negara 
dalam mengatur sektor publik yang dalam hal ini selalu mencerminkan sejarah, 
geografi, keseimbangan , politik, tujuan kebijakan dan karakteristik lain yang 
berbeda tajam antara satu negara dengan negara lainnya.6 
Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 desentralisasi dimaknai 
sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.7 
Mardiasmo (2009: 24) mengungkapkan,”Desentralisasi tidak hanya berarti 
pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah 
tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam 
bentuk privatisasi”. Desentralisasi adalah salah satu sistem yang dipakai dalam 
                                                             
4 UU No 32 Tahun 2004 
5 Rudi Badrudin, Ekonomika otonomi daerah, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017, h.6 
6   Mudrajad Kuncoro, Otonomi Daerah ; Menuju Era Baru Pembangunan Daerah, 
Yogyakarta: Erlangga, 2014, h.46 
7 UU No 32 Tahun 2004 
  
pemerintahan merupakan kebalikan dari sistem sentralisasi. Dalam sistem 
desentralisasi terjadi penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah. 
Daerah yang mendapatkan kewenangan pemerintah pusat ini untuk mengatur 
rumah tangga daerah disebut otonomi.8 
2.1.4 Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 
 Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah bagian dari belanja negara dalam 
rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana Perimbangan, Dana 
Otonomi Khusus, Dana Keistimewahan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana 
Desa.9 Sebagai instrumen desentralisasi fiskal ,dana transfer ke daerah dan dana 
desa diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan mayarakat. Ketentuan sumber daya 
keuangan yang di transfer ke daerah diatur dalam undang undang No 33 Tahun 
2004 tentang perimbangan keuangan.10 
2.1.5 Dana Perimbangan 
 Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaaan APBN 
yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhannya dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No.33 Tahun 2004 Dana Perimbangan 
terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. 
Berikut akan diuraikan 
1. Dana Bagi Hasil 
 Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu, untuk mendanai 
                                                             
8 Aris Setia Budi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja 
Daerah Terhadap Indeks Pembangunan  Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa 
Tengah Tahun 2012-2014”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 
Negeri Surakarta, 2017, h.16. 
9 http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=1854 
10 Baldric Siregar, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017, h.80-
81 
  
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil 
meliputi : 
a. Dana Bagi Hasil Pajak  
Dana Bagi Hasil pajak dialokasikan kepada daerah berdasarkan dua prinsip, 
yaitu: (1) prinsip pembagian berbasis daerah penghasil (by origin), dan (2) prinsip 
penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan (based on actual revenue). Dalam 
pengalokasian berdasarkan prinsip by origin, daerah penghasil pajak mendapatkan 
bagian DBH pajak yang lebih besar dibanding daerah lain dalam satu provinsi, 
sedangkan daerah nonpenghasil hanya mendapatkan bagian berdasarkan 
pemerataan. Sementara itu, penyaluran berdasarkan prinsip based on actual 
revenue, mengandung arti bahwa DBH pajak disalurkan kepada daerah disesuaikan 
dengan realisasi penerimaan negara yang berasal dari pajak dalam tahun anggaran 
berjalan. 
Dana Bagi Hasil Pajak terdiri atas : 
1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P3). 
Adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang terdiri dari 
PBB perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 
2. Pajak Penghasilan Pasal 21. 
Adalah pajak atas pengahsilan berupa gaji, upah, honorarium, 
tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jasa, jabatan 
dan kegiatan lain yang dilakukan wajib pajak orang pribadi. 
3. Pajak Penghasilan pasal 25 serta pasal 29 WPOPDN. 
Adalah pajak pengahasilan terutang oleh wajib pajak orang pribadi 
dalam negeri. 
4. Cukai Hasil Tembakau. 
Adalah bagian transfer ke daerah yang dibagihasilkan kepada daerah 
pengahasil tembakau11 
                                                             
11 Baldric Siregar, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017, h.84 
  
 
Tabel 2.1 Presentase Pembagian DBH Pajak 
 
Sumber : PMK diolah 
Arah kebijakan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak : 
1.  Membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10 persen secara merata 
kepada seluruh kabupaten/kota 
2. Menambah cakupan Dana Bagi Hasil PBB, selain PBB sektor pertambangan, 
perkebunan, dan perhutanan, juga termasuk sektor lainnya, yaitu PBB 
perikanan dan PBB atas kabel bawah laut 
3. Dana Bagi Hasil  Cukai Hasil Tembakau dialokasikan untuk program sesuai 
peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang 
kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan.12 
b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam  
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan dana yang bersumber dari 
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam APBN, yang dialokasikan kepada 
daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah 
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sama halnya dengan Dana Bagi Hasil 
pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam juga dibagikan kepada daerah 
berdasarkan prinsip by origin dan prinsip based on actual revenue. 
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) terdiri atas : 
                                                             
12  Nota Keuangan dan APBN 2018 
DBH Pajak Pusat Daerah Provinsi KabupatenKab/Kota LainnyaB.pungut
PPB 10% 90% 16.20% 64,8% 9%
PPh Pasal 21 80% 20% 8% 12%
PPh pasal 25 dan 29 80% 20% 8% 12%
CHT 98% 2% 0,6% 0,8% 0,6%
  
1. DBH SDA Kehutanan yang meliputi Iuran Izin Usaha Pengusahaan hutan 
(IIUPH), Pengelolaan Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR) 
2. DBH SDA pertambangan mineral dan batubara, yang meliputi iuran tetap 
(land-rent) dan iuran produksi (royalty) 
3. DBH SDA Perikanan 
4. DBH SDA Minyak Bumi 
5. DBH SDA Gas Bumi 
6. DBH SDA Panas Bumi13 
Tabel 2.2 Presentasi pembagian DBH Sumber Daya Alam 
 
Sumber : PMK diolah 
Arah kebijakan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam : 
1. memperluas penggunaan Dana Bagi Hasil dana reboisasi yang ada di 
kabupaten/kota organisasi perangkat daerah yang ditunjuk kepala daerah, 
untuk mendanai pengelolaan tanaman hutan rakyat, pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran hutan, penataan batas kawasan, pengawasan dan 
perlindungan, penanaman pohon pada daerah aliran sungai (DAS) kritis, 
penanaman bambu pada kanan-kiri sungai, pengadaan bangunan konservasi 
tanah dan air, pengembangan perbenihan, dan penelitian atau pengembangan 
                                                             
13 Baldric Siregar, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017, h.85 
DBH SDA Pusat Daerah Provinsi Kab/Kota Kab/Kota lainnya
Kehutanan - IIUPH 20% 80% 16% 64%
Kehutanan - PSDH 20% 80% 16% 32% 32%
Kehutanan - DR 60% 40% 40%
Petambangan - Landrent 20% 80% 16% 64%
Petambangan - Royalty 20% 80% 16% 32% 32%
Perikanan 20% 80% 80%
Minyak Bumi 84,5% 15,5% 3,1% 6,2% 6,2%
Gas Bumi 69,5% 30,5% 6,1% 12,2% 12,2%
Panas Bumi 20% 80% 16% 32% 32%
  
2. Menghapuskan pembatasan penggunaan sebesar 0,5 persen dari DBH SDA 
minyak dan gas Bumi yang semula hanya untuk bidang pendidikan menjadi 
dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan daerah.14 
2. Dana Alokasi Umum  
 Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum 
merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan 
pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sesuai dengan fungsinya 
sebagai instrumen pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Besaran Dana 
Alokasi Umum secara nasional adalah sekurang kurangnya 26% dari Penerimaan 
Dalam negeri (PDN) neto. Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum dilakukan 
dengan menggunakan formula yang terdiri atas alokasi dasar (AD) dan celah fiskal 
(CF) 
Formula Dana Alokasi Umum(DAU) : 
DAU = AD + CF 
CF = KbF – KpF 
Keterangan : 
1. AD = Alokasi Dasar 
Ditentutakan atas dasar jumlah gaji PNSD, mencakup gaji pokok ditambah 
tunjngan keluarga dan tunjangan jabatan 
2. CF = Celah Fiskal 
a. KbF = Kebutuhan Fiskal 
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Merupakan kebutuhan pendanaan darah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar 
umumdiukur berdasarkan dari perkalian masing masing bobot variabel dengan 
Indeks jumlah penduduk, Indeks luas wilayah, indeks kemahalan kontruksi, indeks 
pembangunan manusia, indeks PDRB perkapita. 
b. KpF = Kapasitas Fiskal 
Kapasitas fiskal menunjukkan kemampuan pendanaan daerah, ditentukan 
berdasarkan penjumlahan dari Pendapatan Asli daerah, DBH Pajak dan DBH SDA 
15 
Langkah Kebijakan yang diambil untuk menjaga agar DAU digunakan 
seoptimal mungkin dalam rangka penyediaan layanan dasar publik adalah dengan 
mensyaratkan 25 persen penggunaannya untuk belanja infrastruktur, yang 
dituangkan dalam Undang-Undang APBN maupun petunjuk operasional 
penyusunan APBD yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri. 
3. Dana Alokasi Khusus 
 Pengertian Dana Alokasi Khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 33 
pasal 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan 
Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa “Dana Alokasi Khususnadalah dana 
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu 
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan 
daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. 
a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik  
Dana Alokasi Khusus fisik merupakan salah satu instrumen penting dalam 
mendanai infrastruktur dan sarana/prasarana pelayanan publik dan penunjang 
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kegiatan ekonomi yang menjadi kewenangan daerah. DAK fisik tersebut terdiri 
atas: 
 DAK Reguler mencakup 11 bidang: (1) pendidikan (2) kesehatan dan KB  (3) 
air minum (4) sanitasi (5) perumahan dan permukiman (6) pasar (7) industri 
kecil dan menengah (8) pertanian (9) kelautan dan perikanan (10) pariwisata 
(11) jalan. 
 DAK Penugasan, digunakan untuk mendanai kegiatan khusus dalam rangka 
mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah 
dengan lingkup kegiatan spesifik serta lokasi prioritas tertentu. 
 DAK Afirmasi, merupakan tambahan DAK yang dialokasikan khusus kepada 
daerah yang termasuk dalam kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, 
dan transmigrasi (area/spatial based), 
kebijakan DAK fisik adalah sebagai berikut: 
1. pengalokasiannya berdasarkan usulan daerah (proposal based) sesuai dengan 
bidang dan menu kegiatan yang ditentukan untuk mencapai sasaran yang 
menjadi prioritas pusat dan daerah. 
2. pengalokasiannya memperhitungkan kinerja pelaksanaan dua tahun 
sebelumnya 
3. Penajaman alokasi berdasarkan hasil sinkronisasi kegiatan per bidang antar 
daerah dan antara kegiatan yang akan didanai DAK dengan yang didanai dari 
belanja K/L. 
b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 
DAK nonfisik dialokasikan dengan tujuan untuk mempermudah 
aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang semakin berkualitas 
dengan harga yang semakin terjangkau. DAK non fisik terdiri dari : 
1. Dana BOS 
Adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja operasional sekolah 
dasar dan menegah 
2. Dana BOP PAUD 
  
Adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan 
bagi anak yang mengikuti pendidikan usia dini. 
3. Dana TPG PNSD 
Adalah dana tunjangan profesi yang diberikan kepada guru yang telah memiliki 
sertifikat pendidikan dan memenuhi persyaratan. 
4. Dana Tamsil Guru PNSD 
Adalah tambahan pengahasilan guru PNS yang belum mendapatkan tunjangan 
profesi guru 
5. Dana BOK dan BOKB 
Adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban rakyat  terhadap 
pembiayaan di bidang kesehatan khususnya di puskesmas. 
6. Dana PK2 UKM dan Naker 
Adalah dana yang dihunakan untuk biaya pelatihan pengelolaan koperasi, usaha 
kecil menengah dan ketenaga kerjaan16 
Untuk mengombinasikan prinsip top-down dan bottom-up dalam penentuan 
alokasi DAK, maka penyusunan proposal DAK oleh pemda berdasarkan 
pedoman/petunjuk teknis yang ditetapkan oleh K/L adalah mekanisme terbaik. 
Petunjuk teknis dari K/L adalah untuk memberikan arah penggunaan DAK yang 
disesuaikan dengan prioritas pembangunan bidang tersebut. Sedangkan 
penyusunan proposal oleh pemda adalah untuk menyesuaikan prioritas 
pembangunan bidang tersebut dengan kondisi dan kebutuhan daerah.  
Petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh K/L tentunya harus berpedoman pada 
RPJMN untuk target jangka menengah atau RKP untuk target satu tahunan. 
Sedangkan pemda perlu berpedoman pada RPJMD untuk menyiapkan 
usulan/proposal DAK tersebut. Sekiranya pedoman/petunjuk teknis DAK tidak 
sesuai/selaras dengan RPJMD, maka berarti proposal yang diusulkan sepenuhnya 
sebagai bagian dari upaya daerah untuk mendukung prioritas pembangunan 
nasional berbasis RPJMN, atau bahkan pemda bebas memutuskan untuk tidak 
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mengusulkan DAK dalam bidang tersebut jika memang tidak relevan dengan 
RPJMD.  
Dalam mekanisme DAK berdasarkan proposal daerah ini paling tidak ada 
tiga K/L (Kementerian Perencanaan/Bappenas, Kementerian Teknis dan 
Kementerian Keuangan) yang harus terlibat dalam menilai proposal daerah 
tersebut. Keterlibatan dari tiga K/L tersebut karena proposal DAK yang diajukan 
oleh pemda menyangkut tiga aspek, yaitu: (1) aspek prioritas bidang dan lokus 
pembangunan nasional, (2) pedoman/petunjuk teknis dalam rangka pencapaian 
target nasional di bidang yang menjadi sasaran DAK, dan (3) kelayakan biaya dan 
jumlah dana yang tersedia.17 
2.1.6 Dana Otsu, Keistimewaan DIY, DID 
a. Dana Otonomi Khusus 
Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2001, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diberikan dana otonomi 
khusus yang besarnya ditetapkan setara dengan dua persen dari pagu DAU nasional, 
terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan 
b. Dana Keistimewahan DIY 
Dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta (DIY) adalah dana yang 
dialokasikan dalam rangka mendukung pembiayaan bagi penyelenggaraan 
kewenangan keistimewaan DIY sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2012 tentang Keistimewaan DIY. Kewenangan keistimewaan tersebut adalah 
wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang 
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ditentukan dalam undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah, yang meliputi: 
(1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan 
Wakil Gubernur; (2) kelembagaan; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata 
ruang. 
c. Dana Insentif Daerah 
merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan 
kategori/kriteria tertentu sebagai penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian 
kinerja di bidang pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan 
kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian DID ditujukan untuk mendorong daerah 
agar meningkatkan: (1) kualitas pengelolaaan keuangan daerah dan kesehatan fiskal 
daerah, (2) kualitas pelayanan pemerintahan umum, (3) kualitas pelayanan dasar 
publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; dan (4) upaya 
pengentasan kemiskinan.18 
2.1.7 Dana Desa 
Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan 
bagi desa, yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota, untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. 
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
anggaran untuk desa dialokasikan dengan mengefektifkan program berbasis desa 
secara merata dan berkeadilan. Prinsip merata dan berkeadilan kemudian 
diwujudkan dengan adanya pembagian berdasarkan alokasi dasar (AD) sebagai 
unsur pemerataan, dan unsur keadilan diwujudkan dengan pembagian berdasarkan 
alokasi formula (AF) yang memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka 
kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis desa.19 
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2.1.8 Akuntansi Transfer Ke Daerah 
 Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 (PSAP 01) 
tentang Penyajian Laporan Keuangan, transfer adalah penerimaan/pengeluaran 
uang dari suatu  entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana 
perimbangan. Sedangkan PSAP 12 tentang Laporan Operasional menyatakan 
bahwa beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk 
mengeluarkan uang dari  entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain 
dalam hal ini yaitu Pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah. 
1. Dokumen Pencatatan Akuntansi  
Dokumen sumber yang terkait dengan kegiatan transaksi Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa mengacu kepada peraturan menteri keuangan mengenai 
pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, serta ketentuan dan peraturan 
sehubungan dengan tata cara, administrasi, pengelolaan, dan pelaksanaan 
pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa pada Bagian Anggaran Bendahara 
Umum Negara (BA BUN) Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa , antara 
lain:  
1. Alokasi anggaran:  
a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengelolaan Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa.  
b. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengelolaan Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa.  
2. Pencatatan Beban/Realisasi:  
a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).  
  
b. Surat Perintah Membayar (SPM). 
c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).  
d. Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SKP-
RTD). 
e. Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah DAK Fisik (SKP-RTD 
DAK Fisik). 
f. Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa (SKP-RDD). 
3. Pencatatan pengembalian atas realisasi. 
a. Surat Perintah Membayar (SPM).  
b. Bukti Penerimaan Negara atau dokumen yang dipersamakan dengan 
memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). 
4. Pencatatan Piutang/ Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa:  
a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan kurang bayar transfer dan/ 
atau lebih bayar transfer.  
b. Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan potongan transfer untuk 
pihak ketiga. 
c. Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan potongan transfer untuk 
transaksi transitoris. 
d. Dokumen lain yang dapat dipersamakan sebagai penetapan lebih bayar 
transfer. 
e. Lembar Konfirmasi Transfer (LKT). 
f. Daftar Potongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 
  
g. Daftar Pemotongan Lebih Salur.  
5. Dokumen pendukung lainnya:  
a. UU APBN. 
b. Perpres Rincian APBN. 
c. Perda mengenai APBD. 
d. Laporan Realisasi Penyerapan DAK. 
e. Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping. 
f. Memo Penyesuaian. 
2. Basis Akuntansi  
Basis akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan penyusunan 
Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akun tansi yang 
mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan 
peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau 
dibayar. 
3. Proses Pencatatan Akuntansi 
Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan transaksi Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa, Bendahara Umum Negara (BUN) memproses dokumen sumber 
transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan 
mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 
pengungkapan kejadian terkait transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang 
terdiri dari:  
a. Beban dan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 
  
b. Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 
c. Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 
d. Transaksi Transitoris Transfer ke Daerah dan Dana Desa.20 
4. Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan 
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas 
akuntansi dan entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan 
pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun 
tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. laporan keuangan untuk 
tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 
bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan Keuangan Transfer Ke Daerah 
dan Dana Desa terdiri dari : 
a. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi 
realisasi pendapatan, belanja, transfer surplus / defisit dan pembiayaan , sisa 
lebih / kurang pembiayaan anggaran yang masing- masing diperbandingkan 
dengan anggarannya dalam satu periode . 
Gambar 2.1 Format Laporan Realisasi Anggaran Transfer ke Daerah 
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Sumber : PMK Akuntansi 2018 diolah 
b. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, 
yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu . 
Gambar 2.2 Format Neraca Transfer ke Daerah 
 
Sumber : PMK Akuntansi 2018 diolah 
c. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya 
ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh 
  
pemerin tah pusat / daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam 








Gambar 2.3 Laporan Operasional Transfer ke Daerah 
 
d. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi 
kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. 
Gambar 2.4 Laporan Perubahan Ekuitas Transfer ke Daerah 
  
 
e. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi 
tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disaj 
ikan dalam LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan 
Perubahan Ekuitas , Laporan Perubahan SAL dalam rangka pengungkapan 
yang memadai.21 Format CALK sebagi berikut 
A. Penjelasan Umum  
1. Dasar Hukum  
2. Profil dan Kebijakan Teknis  
3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan  
4. Kebijakan Akuntansi  
 B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran  
1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya  
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa  
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2. 1. Dana Perimbangan  
2.2. Dana Insentif Daerah  
2.3. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY  
2 .4. Dana Desa  
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca  
1. Aset Lancar  
1.1 . Piutang Transfer ke Daerah  
1 .2. Piutang Transfer ke Daerah - Estimasi  
 
2. Kewajiban  
2. 1. Utang Transfer  
2 . 2. Utang Transfer - Estimasi  
2.3. Utang Transfer Jangka Panjang  
3. Ekuitas  
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional  
l. Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa  
2. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya  
3. Surplus/Defisit - LO  
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas  
l. Ekuitas Awal  
  
2. Surplus/Defisit - LO  
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebij akan/ Kesalahan Mendasar  
4. Transaksi Antar Entitas  
5. Ekutias Akhir  
F. Pengungkapan Penting Lainnya  
l. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca  
2. Pengungkapan Lain-lain 
Tujuan penerapan akuntansi dan menyusun laporsn keungan organisasi 
pemerintahan, meliputi berikut ini (Mardiasmo, 2009) 
1. Memberikan Informasi Keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran 
kas, saldo, neraca dan kebutuhan sumber daya keuangan jangka pendek unit 
pemerintahan. 
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi 
ekonomi. 
3. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran. 
4. Memberikan informasi guna memonitor dan mengevaluasi kinerja22 
2.1.9 Indeks Pembangunan Manusia 
 Menurut United Nation Development Programme (UNDP), Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur capaian pembangunan manusia 
berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup 
IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup 
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kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut 
memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur 
dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk 
mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama 
sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak 
digunakan indikator kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity). 
Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat 
dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang 
mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. 
1. Dimensi Kesehatan 
Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) merupakan rata-rata perkiraan 
banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan 
angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (indirect estimation). Jenis 
data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup 
(AMH). Paket program software Mortpack digunakan untuk menghitung angka 
harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode 
Trussel dengan model West, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi 
Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004). Indeks 
harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum 
harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk 
penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun. 
2. Dimensi Pendidikan 
Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan 
yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan 
adalah rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) dan harapan lama sekolah 
(expected years of schooling). Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama 
sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian 
penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai 
salah satu komponen pembentuk IPM. 
  
Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh 
penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan 
rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan 
UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas 
minimum sebesar 0 tahun. 
Harapan Lama Sekolah didedefinisikan sebagai lamanya sekolah yang 
dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Cakupan anak untuk 
menghitung harapan lama sekolah adalah anak usia berumur 7 tahun keatas. Untk 
mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam susenas, harapan lama sekolah 
dikoreksi dengan siswa yang bersekolah dipesantren. 
3. Dimensi Standar Hidup Layak 
Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. 
Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat 
kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya 
ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional 
Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung 
standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang 
disesuaikan dengan paritas daya beli (purcashing power parity). 
Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan 
maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan 
sebagai berikut : 
 
Tabel 2.3 Standarisasi Komponen IPM 
 
Komponen IPM Satuan Minimum Maksimum 
Angka Harapan Hidup Tahun 20 85 
Harapan Lama Sekolah Tahun 0 18 
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 0 15 
Pengeluaran Perkapita Rupiah 1.007.436 26.572.352 
 
Sumber : IPM BPS diolah 
 
  
1. Dimensi Kesehatan 
  
 
2. Dimensi Pendidikan 
  
 
3. DimensiStandar Hidup Layak 
  
 
IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan 
pengeluaran. 
 
Status capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu 
dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokkan ini bertujuan 
untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompokkelompok yang sama 
dalam dalam hal pembangunan manusia. 
1. Kelompok “sangat tinggi”: IPM ≥ 80. 
2. Kelompok “tinggi”: 70 ≤ IPM < 80. 
3. Kelompok “sedang”: 60 ≤ IPM < 70. 
  
4. Kelompok “rendah”: IPM < 60.23 
2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 
Hasan dan Agung (2018) meneliti tentang Pengaruh PAD, DAU, dan DAK 
Terhadap IPM Dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening pada 
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2011-2015. Hasil penelitian menyatakan 
bahwa PAD berpengaruh positif Terhadap IPM, DAU tidak berpengaruh terhadap 
IPM, DAK berpengaruh positif terhadap IPM melalui variabel Belanja Modal pada 
Kabupaten/Kota di Riau 
Budi (2017) meneliti tentang Pengaruh PAD, Dana Perimbangan Dan 
Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah 
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2012-2014. Hasil penelitian menyatakan 
bahwa PAD, DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap IPM, Belanja Daerah 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan DAU berpengaruh 
negatif dan signifikan  terhadap IPM, berpengaruh negatif disebabkan disebabkan 
karena komponen alokasi dasar(Gaji PNS) masih menjadi komponen utama yang 
mendominasi keseluruhan DAU yang diterima oleh daerah. 
Rifa’i (2016) meneliti tentang Faktor- Faktor yang mempengaruhi Indeks 
Pembangunan Manusia di Daerah Yogyakarta Tahun 2008-2013. Hasil penelitian 
meyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
IPM, Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, PDRB dan 
PAD tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap IPM.  
Siswadi (2015) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD Dan Dana 
Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal Pada 
Kbupaten/Kota se provinsi NTB. Hasil penelitian menyatakan PAD berpengaruh 
positif dan signifikan, DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM,  
PDRB, dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sedangkan DBH 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui belanja Modal. Hal ini 
                                                             
23 Booklet, Indeks Pembangunan Manusia 2014 Metode Baru, Jakarta : Badan Pusat Statitika 
2015, h 102-106. 
  
bermakna bahwa DBH hanya akan dapat mempengaruhi IPM jika melalui Belanja 
Modal, peningkatan DBH akan turut meningkatkan belanja modal. Peningkatan 
belanja modal ini juga akan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan 
masyarakat yang dilaksanakan melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, 
dan unsur ekonomi yang tercermin dengan meningkatnya IPM. 
Hayati dan Achasa (2016) meneliti tentang Dampak Desentralisasi Fiskal 
Terhadap IPM Di Indonesia tahun 2000-2014. Hasil penelitian menyatakan Rasio 
PAD dan Rasio DBH SDA berpengaruh positif terhadap IPM, sedangkan PDRB 
perkapita berpengaruh negatif terhadap IPM. 
Widarwanto, Erlina dan Yahya (2014) meneliti tentang Pengaruh DAU, 
DAK, PAD, DBH, Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Terhadap IPM Dengan 
Belanja Pelayanan Dasar (BPD) Sebagai Moderating Variabel. Hail penelitian 
menytakan bahwa DAU, PAD dan DBH berpengaruh secara positif terhadap IPM. 
DAK dan BKP berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan  terhadap IPM. 
 Afrilianto (2017) meneliti tentang Alokasi Dana Desa Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten Bogor. Hasil penelitian menyatakan bahwa 
Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi(PDRB). 
Rusydi (2012) meneliti tentang Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap 
Kesejahteraan Masyarakat (Pendapatan Perkapita) Desa Di Kabupaten Takalar 
tahun 2007-2011. Hasil penelitian menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa 




2.3 Kerangka Berfikir 
 Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dibuat suatu kerangka 















1. H1 : Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia. 
2. H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia. 
3. H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia. 
4. H4 : Dana Desa berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia
  
 
 BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut 
Abdullah (2015), Metode penelitian kuantitatif adalah pengumpulan dan analisis 
data dalam bentuk numerik dan bersifat obyektif. Variabel-variabel penelitian 
kuantitatif dapat diidentifikasi dan interkorelasi variabel dapat diukur dari data 
empiris dengan menggunakan sampel yang representatif dalam bentuk sesuatu yang 
dapat dihitung 
3.2 Populasi 
Menurut Abdullah (2015: 226) yang dimaksud populasi adalah kumpulan 
unit yang akan diteliti ciri ciri nya, dan apabila populasinya terlalu luas, maka 
penelitian harus mengambil sampel. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 
27 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. 
3.3 Sampel 
 Abdullah (2015: 227) berpendapat bahwa ”dalam praktik penelitian seorang 
peneliti jarang sekali melakukan keseluruhan kumpulan elemen (populasi)”. 
Elemen adalah subyek dimana pengukuran dilakukakan, elemen-elemen terpilih ini 
disebut sempel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 18 pemerintah 
kabupaten di Jawa Barat dikarenakan untuk 9 wilayah kota tidak mendapatkan 




3.4 Data dan Sumber Data 
Data adalah komponen penelitian artinya tanpa data tidak akan ada 
penelitian(Abdullah, 2015: 246). Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah 
data sekunder yaitu  berupa laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Indeks 
Pembangunan Manusia pada pemerintah kabupaten di Jawa Barat Tahun 2015-
2018. Data mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diperoleh dari situs 
resmi Kementrian Keuangan Republik Indonesia (www.kemenkeu.go.id). 
Sedangkan data mengenai Indeks Pembangunan Manusia diperoleh dari situs resmi 
Badan Pusat Statistik yaitu (www.ipm.bps.go.id).  
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh peneliti dengan 
menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan melakukan pengumpulan data 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Sektor Dana Transfer Ke Daerah dan Dana 
Desa wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2018 dan data Indeks Pembangunan 
Manusia pada Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat Tahun 2015-2018. 
3.6 Variabel Penelitian 
Variabel penelitian adalah sebuah fenomena yang berubah-rubah dalam 
bentuk kualitas, kuantitas, mutu dan standar (Abdullah, 2015:174). Variabel dalam 
penelitian ini sebagai berikut: 
3.6.1 Variabel Bebas (independent variable) 
Variabel Bebas adalah variabel yang menentukan arah atau perubahan 
tertentu pada variabel terikat (Abdullah, 2015: 192). Variabel bebas dalam 
penelitian antara lain: 
1. Variabel (X1) : Dana Bagi Hasil  
2. Variabel (X2) : Dana Alokasi Umum  
3. Variabel (X3) : Dana Alokasi Khusus  
  
4. Variable (X4) : Dana Desa  
3.6.2 Variabel Terikat (Depenedent variable) 
Menurut Abdullah (2015: 192) variabel terikat merupakan variabel yang 
dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel 
terigantung dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia. 
3.7 Teknik Analis Data 
3.7.1 Data Panel  
Data panel adalah data regresi penggabungan data time series dan cross 
section. Data time series merupakan data yang disusun berdasarkan urutan waktu, 
seperti data harian, bulanan, kuartal atau tahunan. Sedangkan data cross section 
merupakan data yang dikumpulkan pada waktu yang sama dari beberapa daerah, 
perusahaan atau perorangan. Penggabungan kedua jenis data dapat dilihat bahwa 
variabel tarikat terdiri dari beberapa daerah (cross section) namun dalam berbagai 
periode waktu (time series), runtut waktu yang membahas sekumpulan observasi 
dalam rentang waktu yang ditentukan, (Widarjono, 2013 , hal.229).  
3.7.2 Model Penelitian  
Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk 
mengukur pengaruh yang merupakan gabungan dua time series dan cross section 
sehingga mampu menyediakan data yang lebih banyak dan menghasilkan degree of 
freedom yang lebih besar. Selanjutnya penggabungan itu informasi data dari time 
series dan cross section. Dengan menggunakan bantuan program Eviews Data 
dalam penelitian ini menggunakan jenis data panel, sedangkan variabel independen 
yaitu Dana Bagi hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Desa. 
Variabel dependen yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
Model yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen, adalah :  
Y it: α + β1X1 it+ β2X2it+ β3 X3it+ β4X4it+ eit 
  
Keterangan :  
Y = Ideks Pembangunan Manusia kabupaten Provinsi Jawa Barat periode 2015 – 
2018 (Persen)  
X1 = Dana Bagi Hasil (Miliar)  
X2 = Dana Alokasi Umum (Miliar)  
X3 = Dana Alokasi Khusus (Miiar )  
X4 = Dana Desa (Miliar)  
α = Konstanta  
β1,β2,β3,β4 = Koefesien Regresi  
i = Kabupaten/Kota  
t = Waktu (tahun)  
3.7.3 Statistik Deskriptiv 
statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 
dilihat dari nilai rata-rata (mean), standart devisiasi, varian, maksimum, minimum, 
sum, dan range dari variabel yang digunakan yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Lokasi 
Umum Dana Alokasi Khusus, Dana Desa dan Indeks Pembangunan Manusia pada 
Kabupaten yang ada di Jawa Barat tahun 2015-2018. Penyajian statistik bertujuan 
untuk mempermudah proses analisis dan interpretasi data 
3.7.4 Estimasi Regresi Data Panel  
1. Common Efect  
Tujuan dari metode ini Model Regresi Common Effect merupakan teknik 
yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel, hanya dengan 
menggabungkan data cross section dan time series tanpa melihat perbedaan antar 
  
waktu dan individu, maka model dapat diestimasi dangan metode Ordinary Least 
Square (OLS) (Widarjono,2013:231).  
2. Fixed Effect Model 
Model ini mangamsusikan bahwa perbedaaan antar individu dapat 
diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model 
Fixed Effect menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan 
intersep antar perusahaan, perbedaaan intersep bisa terjadi karena perbedaan 
budaya kerja, manajerial, dan intensif. Namun demikian slopnya sama antar 
perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik Least Square 
Dummy Variable (LSDV).  
3. Random Effect Model 
Model ini akan mengstimasi data panel dimana variabel ganggaun mungkin 
saling berhubungan antar waktu dan antar individu.pada model Random Effect 
perbedaan intesep di akomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. 
Keuntungan model Random Effect yakni menghilangkan heterokedasititas. Model 
ini juga disebut dengan Error Component (ECM) atau teknik  (GLS).  
3.7.4 Uji Kesesuaian Model  
Untuk menguji kesesuaian atau kebaikan model dari ketiga model pada 
teknik estimasi model dengan data panel digunakan chow Test dan Hausman Test. 
Chow Test digunakan untuk menguji kesesuaian model antara model yang 
diperoleh daro data pooled least square dengan model yang diperoleh dari hasil 
Chow Test dengan model yang diperoleh dari effect. 
 
1. Uji Chow  
Chow test menyebutkan sebagai pengujian F-statistik adalah pengujian 
untuk memilih apakah model yang digunakan Pooled Least Square atau Fixed 
  
Effect. Sebagaimana yang diketahui bahwa terkadang asumsi bahwa setiap unit 
cross section memiliki pelaku yang sama cenderung tidak realistis mengingat 
dimungkinkan setiap unit cross section memiliki pelaku yang berbeda. Dalam 
pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut.  
H0 : Model Pooled Test Square  
H1 : Model Fixed Effect  
Dasar penolakan terhadap hipotesa nol (H0) adalah dengan mengguanakan F-
statistik seperti yang dirumuskan oleh Chow :  
F = (RSS1-RSS2)/m (RSS2)/(n-k)  
RSS1 = Resedual Sum Square hasil pendugaan model Fixed effect  
RSS2 = Residual Sum Square hasil pendugaan Pooled Least Square  
n = jumlah data cross section  
m = jumlah data time series  
k = jumlah variabel penjelas  
Statistik Chow mengikuti distribusi F-statistik dengan derajat bebas (m, n, 
k) jika nilai Chow statistik (F-stat) hasil pengujian lebih besar dari F tabel, maka 
cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap hipotesa Nol sehingga model 
yang digunakan adalah model fixed effect, dan begitu juga sebaliknya. 
 
 
2 Uji Hausman  
Hausman Test adalah pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan dalam 
memilih apakah menggunakan model fixed effect atau model random effect. Seperti 
  
apakah yang diketahuhai bahwa pengguanaan model fixed effect mengandung 
suatu unsure trade-off yaitu derajat bebas memasukkan variabel dummy. Namun, 
penggunaan metode random effect juga harus memperhatikan ketiadaan 
pelanggaran asumsi dari setiap komponen galat. Hausman Test dilakukan dengan 
hipotesis sebagai berikut :  
H0 : Model Random Effect  
H1 : Model Fixed Effect  
Sebagai dasar penolakan hipotesa nol maka digunakan Ststistik Hausman 
dan membandingkan dengan Chi-Square. Statistik uji hausman ini mengikuti 
distribusi statistic Chi-Square dengan degree of freedom sebanyak k adalah jumlah 
variabel independen. Jika menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai kritisnya maka 
model yang tepat adalah model fixed Effect sedangkan sebaliknya bila kita gagal 
menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai 
kritisnya maka model yang bisa digunakan random effect. 
3.7.5 Uji Pelanggaran Asumsi 
Model regresi berganda yang diestimasi melalui Ordinary Least Squares 
(OLS) harus dapat memenuhi asumsi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased 
Estimatori) yang dikenal dengan nama teorema Gauss-Markov. Estimator bersifat 
best yang berarti memiliki varians terkecil/minimum dibandingkan dengan 
parameter yang diperoleh melalui metode linier lain (Non OLS), estimator juga 
bersifat linier terhadap variabel dependen serta bersifat unbiased yang berarti nilai 
estimator mendekati nilai populasi.Ada beberapa permasalahan yang bisa 
menyebabkan sebuah estimator tidak dapat memenuhi asumsi kriteria BLUE, yaitu: 
a. Normalitas 
Winarno (2015) menyatakan bahwa salah satu asumsi dalam analisis statistika 
adalah data berdistribusi normal. Cara mengujinya dengan alat analisis dan Eviews 
menggunakan dua cara, yaitu dengan histogram dan uji Jarque-Bera. Sebenarnya 
  
normalitas data dapat dilihat dari gambar histogram, namun polanya tidak 
mengikuti bentuk kurva normal sehingga sulit disimpulkan. Lebih mudah bila 
melihat koefisien Jarque-Bera dan probabilitasnya. Kedua angka ini bersifat saling 
mendukung. 
- Jika nilai probabilitas Jarque-Bera lebih besar dari 5%, maka data berdistribusi 
normal. 
b. Multikolinearitas  
Winarno (2015) menjelaskan mengenai multikolinearitas yaitu adanya 
hubungan linier antara variabel independen. Terjadinya multikolinearitas 
ditunjukkan dengan indikator, yaitu: 
- Jika nilai R-square (R2) tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak 
signifikan. 
c. Heteroskedastisitas 
Salah satu asumsi dasar dari metode regresi linier adalah varians tiap unsur 
error adalah suatu angka konstan yang sama atau homogen. Heteroskedastisitas 
terjadi ketika varians tiap unsur error tidak konstan. Winarno (2015) menyatakan 
Salah satu teknik pendugaan yang cocok jika terjadi heteroskedastisitas jika ragam 
sisaan diketahui adalah menggunakan metode kuadrat terkecil terboboti (WLS, 
weighted least squares) yang merupakan kasus khusus dari teknik ekonometrika 
yang lebih umum, yang disebut dengan GLS (generalized least squares). Uji 
heteroskedastisitas dapat menggunakan metode GLS Weights Crosssection weight 
yang tersedia dalam program EViews dimana jika terdapat masalah 
heteroskedastisitas, nilai Sum squared residu Weighted Statistic akan lebih kecil 
dibandingkan dengan nilai Sum squared resid Unweighted Statistic. 
d. Autokorelasi 
  
Winarno (2015) menyatakan bahwa autokorelasi adalah hubungan antara 
residual atau observasi dengan residual observasi lainnya. Data yang mengandung 
autokorelasi maka estimator yang didapatkan masih linier, tidak bias tetapi tidak 
mempunyai varian yang minimum (no longer best). Dengan demikian, salah satu 
cara memeriksa ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji Durbin-
Watson (DW). 
3.7.6 Uji Estimasi Statistik 
1. Uji Secara Simultan (F-statistik) 
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 
independen atau bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara 
bersama-sama terhadap variabel dependen. Cara untuk mengetahuinya yaitu 
dengan membandingkan nilai F (hitung) dengan nilai F (tabel). Jika nilai F statistik 
> F tabel maka terdapat hubungan antara variabel independent dengan variabel 
dependent. Sebaliknya jika nila F statisti < F tabel maka n tidak terdapat hubungan 
antara variabel independent dengan variabel dependent. 
Pengujian hipotesis juga dapat dilakukan dengan probabilitas signifikansi 
level 0,05 (α = 5%). a. Jika prob sig > α, maka tidak terdapat  hubungan antara 
variabel independent dengan variabel dependent. sebaliknya Jika prob sig < α, maka 
terdapat  hubungan antara variabel independent dengan variabel dependent.  
1. Uji Koefesien determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) pada intinya digunakan untuk mengukur 
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 
Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model 
regresi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam 
menjelaskan variabel dependent.  
  
Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang 
semakin mendekati 1 berarti variabel independent memberikan hampir semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependent. 
2. Uji Secara Parsial (t-Statistik) 
Uji t-Statistik digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 
independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
Dengan menggunakan hipotesis pengujian sebagai berikut: jika t-Statistik > t-tabel 
atau nilai ProbabilitasStatistik < α.  maka artinya  bahwa variabel independen secara 
parsial signifikan mempengaruhi variabel dependen. 
Model regresi yaitu : 
Yit = αit + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + eit 
dimana: 
Yit = indeks pembangunan manusia (persen) 
X1 = Dana Bagi Hasil (miliar)  
X2 = Dana Alokasi Umum (miliar) 
X3 = Dana Alokasi Khusus (miliar) 
X4 = Dana Desa (miliar)  
α  = konstanta 
βi = koefisien regresi peubah ke-i 
i = 1, 2, …., 18 (data cross section 18 Kabupaten) 





ANALIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Penelitian 
Provinsi Jawa Barat adalah salah satu provinsi terbesar di pulau Jawa yang 
terletak di bagian barat Pulau Jawa. Wilayahnya berbatasan dengan laut Jawa di 
utara, di timur berbatasan dengan Jawa Tengah, Samudra Hindia di sebelah selatan 
dan Banten dan DKI Jakarta di sebelah barat. Jawa Barat terdiri dari atas 18 
Kabupaten, 9 Kota, 627 Kecamatan, 645 Kelurahan dan 5.312 Desa. Berikut 
Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Barat 
Tabel 4.1 Kabupaten/Kota Di Jawa Barat 
No Kabupaten No Kabupaten No Kota 
1 Bandung 10 Kuningan 1 Kota Bogor 
2 Bekasi 11 Majalengka 2 Kota Sukabumi 
3 Bogor 12 Pangandaran 3 Kota Bandung 
4 Ciamis 13 Purwakarta 4 Kota Cirebon 
5 Cianjur 14 Subang 5 Kota Bekasi 
6 Cirebon 15 Sukabumi 6 Kota Depok 
7 Garut 16 Sumedang 7 Kota Cimahi 
8 Indramayu 17 Tasikmalaya 8 Kota Tasikmalaya 
9 Karawang 18 Bandung Barat 9 Kota Banjar 
Sumber : id.wikipedia.org 
  
4.2 Pegujian dan Hasil Analisis 
4.2.1 Statistik Deskriptif 
Tabel 4.2  Statistik Deskriptif 
Sample: 2015 2018
IPM DBH DAU DAK DD
 Mean 67.2719444... 154.312916... 1332.79819... 368.056527... 215.764305...
 Median 67.4149999... 111.58 1253.415 396.955 204.635
 Maximum 73.49 432.67 2163.44 737.02 1153.1
 Minimum 62.42 37.0200000... 523.97 43.96 27.48
 Std. Dev. 2.51210962... 98.7079757... 364.156033... 176.806797... 147.655106...
 Skewness 0.21956432... 1.16790266... 0.12235650... -0.0857518... 3.56116627...
 Kurtosis 2.45576346... 3.50778858... 3.18742226... 2.09236466... 23.5674164...  
Sumber : Data Eviews diolah 2019 
1. Indeks Pembangunan Manusia 
a. Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Jawa Barat memiliki nilai 
rata-rata (mean) selama empat tahun sebesar 67,27 
b. Indeks Pembangunan Manusia kabupaten di Jawa Barat yang memiliki nilai 
terendah sebesar 62,42 adalah kabupaten Cianjur pada tahun 2015. 
c. Indeks Pembangunan Manusia kabupaten di Jawa Barat yang memiliki nilai 
tertinggi sebesar 73,49 adalah Kabupaten Bekasi pada tahun 2018. 
d. Indeks Pembangunan Manusia memiliki nilai standar deviasi sebesar 2,51 
2. Dana Bagi Hasil 
a. Dana Bagi Hasil pada Kabupaten di Jawa Barat memiliki nilai rata-rata (mean) 
selama empat tahun sebesar Rp 154,31 miliar. 
b. Dana Bagi Hasil pada Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki nilai terendah 
sebesar Rp 37,02 miliar adalah kabupaten Pangandaran pada tahun 2015. 
  
c. Dana Bagi Hasil Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki nilai tertinggi sebesar 
Rp 432.67 miliar adalah Kabupaten Bekasi pada tahun 2016. 
d. Dana Bagi Hasil memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 98,70 miliar 
3. Dana Alokasi Umum 
a. Dana Alokasi Umum pada kabupaten di Jawa barat memiliki nilai rata-rata 
(mean) selama empat tahun  sebesar Rp 1.332,79 miliar 
b. Dana Alokasi Umum pada kabupaten di Jawa Barat yang memiliki nilai 
terendah sebesar Rp 523,96 miliar adalah Kabupaten Pangandaran tahun 2015. 
c. Dana Alokasi Umum pada kabupaten di Jawa Barat yang memiliki nilai 
tertinggi sebesar Rp 2.163,43 miliar adalah kabupaten Bogor pada tahun 2015. 
d. Dana Alokasi Umum memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 364,16 miliar 
4. Dana Alokasi Khusus 
a. Dana Alokasi Khusus pada kabupaten di Jawa Barat memiliki nilai rata-rata 
(mean) selama empat tahun sebesar Rp 368,06 miliar. 
b. Dana Alokasi Khusus pada kabupaten di Jawa Barat yang memiliki nilai 
terendah sebesar Rp 43.96 miliar adalah kabupaten Purwakarta pada tahun 
2015. 
c. Dana Alokasi Khusus pada kabupaten di Jawa Barat yang memiliki nilai 
tertinggi sebesar Rp 737.02 miliar adalah kabupaten Bandung pada tahun 2018. 
d. Dana Alokasi Khusus memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 176,81 miliar 
5. Dana Desa 
a. Dana Desa pada kabupaten di Jawa Barat memiliki nilai rata-rata (mean) 
selama empat tahun sebesar Rp 200,49 miliar. 
b. Dana Desa pada kabupaten di Jawa Barat yang memiliki nilai terendah sebesar 
Rp 27,46 miliaradalah kabupaten Pangandaran pada tahun 2015. 
  
c. Dana Desa pada  kabupaten di Jawa Barat yang memiliki nilai tertinggi sebesar 
Rp 402,07 miliaradalah Kabupaten Bogor pada tahun 2018. 
d. Dana Desa memiliki nilai standar Deviasi sebesar Rp 98.71 miliar. 
3.7.4 Hasil Uji Kesesuaian Model 
1. Uji Chow 
dilakukan untuk mengetahui apakah model yang lebih baik untuk digunakan 
adalah pendekatan common effect atau pendekatan fixed effect model Uji ini 
dilakukan dengan prosedur uji F statistik 
Tabel 4.3 Uji Chow 
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test Statistic  d.f. Prob. 
Cross-section F 52.231428 (17,50) 0.0000
Cross-section Chi-square 211.079295 17 0.0000
 
Sumber : Data Eviews diolah 2019 
Berdasarkan hasil pengujian di atas diperoleh angka F statistik sebesar 
52,231 dengan F Tabel pada df (17,50) adalah 1,83 dengan demikian maka 
diketahui bahwa nilai F Statistik > F Tabel sehingga kesimpulan dari hasil uji Chow 
adalah menolak H0, sehingga model Fixed Effect Model lebih baik untuk digunakan. 
1. Uji Hausman 
Hausman test digunakan untuk memilih pendekatan terbaik antara Fixed 




Tabel 4.4 Uji hausman 
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 
Cross-section random 19.688692 4 0.0006
 
Sumber : Data Eviews diolah 2019 
Berdasarkan hasil pengujian di atas diperoleh angka Chi square statistik 
sebesar 19,688 dengan Chi square Tabel pada df (4) adalah 9,488 dengan demikian 
maka diketahui bahwa nilai Chi square statistik > Chi square Tabel sehingga 
kesimpulan dari hasil uji Chow adalah menolak H0, sehingga model Fixed Effect 
Model lebih baik untuk digunakan. 
3.7.5 Hasil Uji Pelanggaran Asumsi 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera. Jika 



























Std. Dev.   0.468841
Skewness   0.214452





Sumber : Data Eviews diolah 2019 
Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai probabilitas Jaque-Bera 
sebesasar 0,194 > dari 0,05 sehingga dapat diimpulakan data berdistribusi normal 
2.Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai perhitungan koefisien 
korelasi Model yang dipilih harus terbebas dari multikolinearitas yaitu apabila nilai 
koefisien korelasinya lebih rendah dari 0.80 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak 
ada korelasi tinggi antara variabel bebas.antar variabel bebas 
Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas 
 DBH DAU DAK DD 
DBH 1.000.000  0.382578  0.238694  0.015056 
DAU  0.382578 1.000.000  0.582013  0.272138 
DAK  0.238694  0.582013 1.000.000  0.413565 
DD  0.015056  0.272138  0.413565 1.000.000 
Sumber : Data Eviews diolah 2019 
  
Berdasarkan hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa korelasi antar 
variabel bebas nilainya < 0.80. seperti DBH bertemeu DAU nilainya 0.382 < 0.80 
DBH bertemu DAK nilainya 0.238 <  0.80 dan DBH bertemu DD nilainya 0.015 < 
dari 0.80. dari semua nilai tersebut terlihat korelasinya yang tidak melebihi 0.80. 
Kesimpulan yang dapat diambil adalah tidak terjadi multikolinearitas sehingga 
kriteria bebas multikolinearitas terpenuhi 
2. Uji Heterokedastisitas 
Uji heteroskedastisitas dapat menggunakan metode GLS Weights 
Crosssection weight, dimana jika terdapat masalah heteroskedastisitas, nilai Sum 
squared residu Weighted Statistic akan lebih kecil dibandingkan dengan nilai Sum 
squared resid Unweighted Statistic. 
Tabel 4.6 Uji Heterokedastisitas 
Weighted Statistics
R-squared 0.968244     Mean dependent var 72.25126
Adjusted R-squared 0.954906     S.D. dependent var 17.47129
S.E. of regression 0.556228     Sum squared resid 15.46948
F-statistic 72.59520     Durbin-Watson stat 2.019656
Prob(F-statistic) 0.000000
Unweighted Statistics
R-squared 0.964864     Mean dependent var 67.27194
Sum squared resid 15.74295     Durbin-Watson stat 1.976373
 
Sumber : Data Eviews diolah 2019 
Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai Sum Squared Weighted 
15,469 lebih kecil dari nila Sum Squared Unweighted yaitu 15,742. Dengan 
demikian maka model estimasi terindikasi pelanggaran asumsi heteroskedastisitas. 
Untuk menghilangkan adanya heteroskedastisitas maka model harus diperlakukan 
dengan cara Cross Section Weight. Model dalam penelitian ini  menggunakan hasil 
estimasi Fixed Effect Model dengan metode pembobotan GLS Weight Cross-
  
Section Weight sehingga masalah heteroskedastisitas langsung dapat terkoreksi dan 
model telah terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 
3. Uji Autokorelasi 
Pengujian untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat 
nilai Durbin-Watson Statistic pada model dan membandingkannya dengan nilai 
DW-Tabel. 
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi 
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0.965168     Mean dependent var 67.27194
Adjusted R-squared 0.950539     S.D. dependent var 2.512110
S.E. of regression 0.558689     Akaike info criterion 1.920021
Sum squared resid 15.60667     Schwarz criterion 2.615669
Log likelihood -47.12074     Hannan-Quinn criter. 2.196960
F-statistic 65.97493     Durbin-Watson stat 1.913117
Prob(F-statistic) 0.000000
 
Sumber : Data Eviews Dioah 2019 
Berdsarakan hasil pengujian diatas diperoleh nilai Durbin watsaon sebesar 
1,9131. dnn mengetahui n adalah 72 dan jumlah vaiabel bebas 4 diperoleh nilai dl 
1,5029 dan du 1,7366. dengan demikian du < DW < 4-du (1,7366 < 1,9131 < 
2,2634) maka disimpulkan tidak terjadi autkorelasi. 
  
  
3.7.6 Analisis Hasil Uji Estimasi Statistik 
Tabel 4.8 Estimasi Fixed Effect Model GLS Cross-section Weight 
Dependent Variable: IPM
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)




Total panel (balanced) observations: 72
Linear estimation after one-step weighting matrix
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 70.81730 2.336370 30.31082 0.0000
DBH -0.005546 0.002577 -2.151783 0.0363
DAU -0.003388 0.001750 -1.935727 0.0586
DAK 0.004845 0.000641 7.558538 0.0000
DD 0.000200 0.000614 0.326167 0.7457
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
Weighted Statistics
R-squared 0.968244     Mean dependent var 72.25126
Adjusted R-squared 0.954906     S.D. dependent var 17.47129
S.E. of regression 0.556228     Sum squared resid 15.46948
F-statistic 72.59520     Durbin-Watson stat 2.019656
Prob(F-statistic) 0.000000
 
Sumber : Data Eviews diolah 2019 
Model penelitian ini menggunakan Fix Effect Model dengan GLS Cross-
section Weight. Dapat dijelaskan melalui persamaan regresi berikut : 
IPMit = 70,817 - 0,005 DBHit - 0,003 DAUit + 0,004DAKit + 0,0002it + 
eit 
Dari persamaann refgresi dapat di interpretasi sebagai berikut : 
a. Konstanta sebesar 70,817 menyatakan bahwa jika nilai variabel independen 
dianggap konstan maka rata-rata nilai Indeks Pembangunan Manusia pada 
Kabupaten di Jawa Barat sebesar 70,817 % 
b. Koefesien regresi Dana Bagi Hasil sebesar - 0,005 menyatakan bahwa setiap 
terjadi kenaikan nilai variabel Dana Bagi Hasil sebesar 1 miliar akan 
menurunkan Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Jawa Barat 
sebesar 0,005 %. 
  
c. Koefesien regresi Dana Alokasi Umum sebesar - 0,003 menyatakan bahwa 
setiap terjadi kenaikan nilai variabel Dana Alokasi Umum sebesar 1 miliar akan 
menurunkan Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Jawa Barat 
sebesar 0,003 %. 
d. Koefesien regresi Dana Alokasi Khusus sebesar 0,004 menyatakan bahwa 
setiap terjadi kenaikan nilai variabel Dana alokasi Khusus sebesar 1 miliar akan 
menaikkan Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Jawa Barat 
sebesar 0,004 %. 
e. Koefesien regresi Dana Desa sebesar 0,0002 menyatakan bahwa setiap terjadi 
kenaikan nilai variabel Dana Desa sebesar 1 miliar akan menaikkan Indeks 
Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Jawa Barat sebesar 0,0002 %. 
1. Uji Secara Simultan (F Statistik) 
Berdasarkan Hasil pengujian tabel 4.9 diperoleh nilai probabilitas F statistik 
sebesar 0,0000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara estimasi fixed 
effect variabel independen bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel 
dependen. 
2. Koefisien Determinasi (R2) 
Berdasarkan Hasil pengujian tabel 4.9 menunjukkan nilai R  squared sebesar 
0,968  hal ini berarti 96,38% variasi Indeks Pembangunan Manusia dapat dijelaskan 
oleh variabel Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan 
Dana Desa. Sedangkan 3,62% dijelaskan oleh variabel yang tidak deteliti. 
3. Uji Secara Parsial  
Berdasarkan Hasil pengujian pada tabel 4.9 maka pembuktian hipotesis 
adalah sebagai berikut : 
1) Pada variabel Dana Bagi hasil diperoleh nilai koefisien - 0,005 dan nilai 
probabilitas 0,036 < 0,05 yang berarti Dana bagi hasil berpengaruh negatif dan 
  
signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dengan demikian maka H1 
ditolak. 
2) Pada variabel Dana Alokasi Umum diperoleh nilai koefisien - 0,003 dan nilai 
probabilitas 0,058 > 0,05 yang berarti Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dengan demikian maka H2 
ditolak. 
3) Pada variabel Dana Alokasi Khusus diperoleh nilai koefisien 0,004 dan nilai 
probabilitas 0,000 < 0,05  yang berarti Dana Alokasi Khusus berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dengan 
demikian maka H3 diterima 
4) Pada variabel Dana Desa yang berarti Dana Desa diperoleh nilai koefisien 
0,0002 dan nilai probabilitas 0,745 < 0,05 yang berarti Dana desa tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dengan 
demikian maka H1 ditolak. 
4.3 Interpretasi Hasil Analisis Data 
1. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia  
Hipotesis pertama menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten di Jawa Barat. Pada Uji 
secara parsial diperoleh nilai koefisien - 0,005 dan nilai probabilitas 0,036 < 0,05 
yang berarti Dana bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia. Artinya kenaikan Dana Bagi Hasil akan menyebabkan 
penurunan Indeks Pembangunan Manusia. Dengan demikian hipotesis H1 ditolak.  
Hal ini bertentangan dengan teori yang ada, dimana Dana Bagi Hasil 
berpengaruh negatif. Ketidaksesuaian ini diakibatkan  Realisasi Dana Bagi Hasil 
yang diterima oleh pemerintah daerah kurang berkontribusi untuk pembangunan 
khususnya di bidang  kesehatan, pendidikan dan Ekonomi serta Kebijakan 
penghapuskan pembatasan penggunaan sebesar 0,5 persen dari DBH SDA minyak 
dan gas Bumi yang semula hanya untuk bidang pendidikan menjadi dapat 
  
digunakan sesuai dengan kebutuhan daerah hal ini menyababkan kenaikan Dana 
bagi Hasil akan menurunkan Indeks pembangunan Manusia. Penelitian ini tidak 
mendukung penelitian Siswadi (2015) dan Hayati dan Achasa (2016) yang 
menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhdap Indeks 
Pembangunan Manusia. 
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia  
Hipotesis Kedua menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh 
positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada  kabupaten di Jawa Barat. 
Diperoleh nilai koefisien - 0,003 dan nilai probabilitas 0,058 > 0,05 yang berarti 
Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia. Artinya kenaikan Dana Alokasi Umum tidak mampu menaikkan Indeks 
Pembangunan Manusia. Dengan demikian hipotesis H2 ditolak. 
Hal ini bertentangan dengan teori yang ada, dimana Dana Bagi Hasil 
berpengaruh negatif.Alokasi Dana Alokasi Umum yang tinggi dengan komponen 
alokasi dasar masih menjadi komponen utama yang mendominasi keseluruhan 
Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah, Alokasi dasar merupakan alokasi 
anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai (gaji PNS Daerah) sehingga 
sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai tidak digunakan untuk belanja 
modal. sehingga peningkatan Dana Alokasi Umum tidak mampu menaikkan Indeks 
Pembangunan Manusia. Namun penelitian ini sejalan dengan Hasan dan Agung 
(2018) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia. 
 
3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus  terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
Hipotesis Ketiga menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada  kabupaten di Jawa Barat. diperoleh 
nilai koefisien 0,004 dan nilai probabilitas 0,000 < 0,05  yang berarti Dana Alokasi 
Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
  
Artinya kenaikan Dana Alokasi Khusus mampu menaikkan Indeks Pembangunan 
Manusia namun. Dengan demikian maka  hipotesis H3 diterima. 
Dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus digunakan untuk belanja modal 
yang didalamnya mencakup bidang kesehatan pendidikan dan infrastruktur lain dan 
pengalokasian Dana Alokasi Khusus dengan cara metode proposal based sehingga 
penggunanaanya dapat disesuaikan dengan prioritas daerah sehingga kenaikan 
Dana Alokasi khusus akan menyebabkan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang pernah dilakukan oleh 
Hasan dan Agung (2018) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus 
berpengaruh positif  terhadap Indeks Pembanguanan Manusia melalui belanja 
modal.  
4. Pengaruh Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia  
Hipotesis Keempat menyatakan bahwa Dana Desa berpengaruh positif 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada  kabupaten di Jawa Barat. diperoleh 
nilai koefisien 0,0002 dan nilai probabilitas 0,745 < 0,05 yang berarti Dana desa 
tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Artinya 
kenaikan Dana Desa tidak mampu menaikkan Indeks Pembangunan Manusia. 
Dengan demikian maka hipotesis H4 ditolak. 
Pemannfaatan Dana Desa lebih banyak digunakan untuk prioritas 
pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, irigasi, dan 
embung sementara itu pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat 
dibidang pendidikan dan ekonomi belum optimal menyebabkan Dana Desa tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
Tabel 4.9 Perbedaan Koefesien Kabupaten di Jawa Barat 
 Kabupaten Effect Koefesien  Koefisien/kab 
1 Bandung 5,852 70,817 76,669 
2 Bekasi 6,358 70,817 77,175 
  
3 Bogor 3,606 70,817 74,423 
4 Ciamis 0,61 70,817 71,427 
5 Cianjur -4,122 70,817 66,695 
6 Cirebon -0,304 70,817 70,513 
7 Garut -1,944 70,817 68,873 
8 Indramayu -1,726 70,817 69,091 
9 Karawang 2,048 70,817 72,865 
10 Kuningan -0,455 70,817 70,362 
11 Majalengka -2,369 70,817 68,448 
12 Pangandaran -2,896 70,817 67,921 
13 Purwakarta 0,428 70,817 71,245 
14 Subang 0,188 70,817 71,005 
15 Sukabumi -1,539 70,817 69,278 
16 Sumedang 1,929 70,817 72,746 
17 Tasikmalaya -3,875 70,817 66,942 
18 Bandung Barat -1,787 70,817 69,03 
Sumber: Data Eviews diolah 2019 
Berdasarkan Tabel diatas terdapat hasil dari olah data yang telah dilakukan 
dengan menggunakan program eviews, maka dapat diketahui perbedaan dari 18 
kabupaten dengan melihat effect dari masing-masing Kabupaten Jawa Barat. Nilai 
koefesien diantaranya sebagai berikut : 
1. Bandung : Nilai koefisien 76,669 menunjukkan Indeks pembangunan Manusia 
daearah kabupaten Bandung pada saat variabel-variabel independen dan semua 
kabupaten nol adalah sebesar 76,669 %. 
2. Bekasi : Nilai koefisien 77,175 menunjukkan Indeks pembangunan Manusia 
daearah kabupaten Bekasi pada saat variabel-variabel independen dan semua 
kabupaten nol adalah sebesar 77,175 %. 
  
3. Bogor : Nilai koefisien 74,423 menunjukkan Indeks pembangunan Manusia 
daearah kabupaten Bogor pada saat variabel-variabel independen dan semua 
kabupaten nol adalah sebesar 74,423 %. 
4. Ciamis : Nilai koefisien 71,427 menunjukkan Indeks pembangunan Manusia 
daearah kabupaten Ciamispada saat variabel-variabel independen dan semua 
kabupaten nol adalah sebesar 71,427 %. 
5. Cianjur : Nilai koefisien 66,695 menunjukkan Indeks pembangunan Manusia 
daearah kabupaten Ciamis pada saat variabel-variabel independen dan semua 
kabupaten nol adalah sebesar 66,695%. 
6. Cirebon : Nilai koefisien 70,513 menunjukkan Indeks pembangunan Manusia 
daearah kabupaten Cirebon pada saat variabel-variabel independen dan semua 
kabupaten nol adalah sebesar70,513%. 
7. Garut : Nilai koefisien 68,873 menunjukkan Indeks pembangunan Manusia 
daearah kabupaten Garut pada saat variabel-variabel independen dan semua 
kabupaten nol adalah sebesar 68,873 %. 
8. Indramayu : Nilai koefisien 69,091 menunjukkan Indeks pembangunan 
Manusia daearah kabupaten Indramayu pada saat variabel-variabel independen 
dan semua kabupaten nol adalah sebesar 69,091 %. 
9. Karawang : Nilai koefisien 72,865 menunjukkan Indeks pembangunan 
Manusia daearah kabupaten Karawang pada saat variabel-variabel independen 
dan semua kabupaten nol adalah sebesar 72,865%. 
10. Kuningan : Nilai koefisien 70,362 menunjukkan Indeks pembangunan Manusia 
daearah kabupaten Kuningan pada saat variabel-variabel independen dan 
semua kabupaten nol adalah sebesar 70,362 %. 
11. Majalengka : Nilai koefisien 68,448 menunjukkan Indeks pembangunan 
Manusia daearah kabupaten Majalengka pada saat variabel-variabel 
independen dan semua kabupaten nol adalah sebesar 68,448 %. 
  
12. Pangandaran : Nilai koefisien 67,921 menunjukkan Indeks pembangunan 
Manusia daearah kabupaten Pangandaran pada saat variabel-variabel 
independen dan semua kabupaten nol adalah sebesar 67,921 %. 
13. Purwakarta : Nilai koefisien 71,245 menunjukkan Indeks pembangunan 
Manusia daearah kabupaten Purwakarta pada saat variabel-variabel 
independen dan semua kabupaten nol adalah sebesar 71,245 %. 
14. Subang : Nilai koefisien 71,005 menunjukkan Indeks pembangunan Manusia 
daearah kabupaten Subang pada saat variabel-variabel independen dan semua 
kabupaten nol adalah sebesar 71,005 %. 
15. Sukabumi : Nilai koefisien 69,278 menunjukkan Indeks pembangunan 
Manusia daearah kabupaten Sukabumi pada saat variabel-variabel independen 
dan semua kabupaten nol adalah sebesar 69,278 %. 
16. Sumedang : Nilai koefisien 72,460 menunjukkan Indeks pembangunan 
Manusia daearah kabupaten Sumedang pada saat variabel-variabel independen 
dan semua kabupaten nol adalah sebesar 72,460%. 
17. Tasikmalaya : Nilai koefisien 66,942 menunjukkan Indeks pembangunan 
Manusia daearah kabupaten Tasikamalaya pada saat variabel-variabel 
independen dan semua kabupaten nol adalah sebesar 66,942 %. 
Bandung barat : Nilai koefisien 72,746 menunjukkan Indeks pembangunan 
Manusia daearah kabupaten Bandung Barat pada saat variabel-variabel 
independen dan semua kabupaten nol adalah sebesar 72,746% 
 BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya,  
maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia, hal ini dilihat dari nilai sig uji t 0.03 < 0.05.  Artinya 
kenaikan Dana Bagi Hasil menyebabkan penurunkan Indeks Pembangunan 
Manusia pada Kabupaten di Jawa Barat. 
2. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia, hal ini dilihat dari nilai sig uji t 0.583 > 0.05. Artinya 
Kenaikan Dana Alokasi Umum tidak mampu manaikkan Indeks Pembangunan 
Manusia pada Kabupaten di Jawa Barat. 
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif namun dan signifikan terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia, hal ini dilihat dari nilai sig uji t 0.00 < 0.05. 
Artinya kenaikan Dana Alokasi Khusus mampu menaikkan Indeks 
Pembangunan pada kabupaten di Jawa barat. 
4. Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia, hal ini dilihat dari nilai sig uji t 0.74 > 0.05. Artinya Kenaikan Dana 
Desa tidak mampu menaikkan Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten 
di Jawa Barat. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
1. Peneliti hanya meneliti pengaruh empat variabel independen, yaitu Dana Bagi 
Hasill  Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Desa  terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia dengan pariode 4 tahun. 
 2. Penelitian hanya mengkaji variabel DBH, DAU, DAK, DD tidak memisahkan 
per bidang sesuai dimensi IPM. 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan maka saran 
sebagai berikut : 
1. Untuk Pemerintah Pusat : membuat kebijakan untuk Menaikkan anggaran dana 
alokasi khusus  
Untuk Pemerintah daerah : Perlu memprioritaskan belanja modal melalui Dana 
Alokasi Khusus untuk daerah yang belum maju guna peningkatan akses 
pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan  untuk mendorong capaian Indeks 
Pembangunan manusia. 
2. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi optimalisasi fungsi pendamping desa 
untuk meningkatkan kapasitas aparatur pengelola Dana Desa. 
3. Saran penelitian selanjutnya : diharapkan peneliti selanjutnya untuk lebih 
menekankan pada pada bidang bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi 
atau dengan menambah pariode dan variabel penelitian yang langsung 
berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
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Lampiran 1. Tabulasi Data 
(dalam miliar rupiah) 
Kabupaten Tahun IPM(%) DBH DAU DAK DD 
Bandung 2015 70.05 208.1 1957.54 145.24 87.13 
Bandung 2016 70.69 250.59 2096.68 645.09 195.73 
Bandung 2017 71.02 318.02 2059.85 653.23 249.41 
Bandung 2018 71.75 340.44 2060.2 737.02 259.47 
Bekasi 2015 71.19 295.47 1256.1 68.5 60.19 
Bekasi 2016 71.83 432.67 1173.51 328.12 133.57 
Bekasi 2017 72.63 425.56 1152.89 312.17 170.42 
Bekasi 2018 73.49 413.96 1152.89 336.46 196.71 
Bogor 2015 67.77 225.63 2163.44 198.15 130.26 
Bogor 2016 68.32 217.54 1917.78 506.47 292.56 
Bogor 2017 69.13 289.9 1902 571.47 372 
Bogor 2018 69.69 262.17 1919.02 637.62 402.07 
Ciamis 2015 68.02 58.01 1156.99 127.6 74.78 
Ciamis 2016 68.45 80.73 1203.48 393.59 167.84 
Ciamis 2017 68.87 79.75 1182.34 458.2 213.82 
Ciamis 2018 69.63 64.7 1183.06 405.37 217.29 
Cianjur 2015 62.42 72.36 1443.96 213.52 106.82 
Cianjur 2016 62.92 93.83 1569.95 502.32 240.41 
Cianjur 2017 63.7 92.94 1542.82 576.31 307.3 
Cianjur 2018 64.62 80.67 1548.38 617.13 346.45 
Cirebon 2015 66.07 74.03 1431.95 185.71 125.83 
  
Cirebon 2016 66.7 103.67 1521.88 537.45 282.55 
Cirebon 2017 67.39 111.54 1495.14 481.49 360.5 
Cirebon 2018 68.05 87.16 1500.54 482.73 370.24 
Garut 2015 63.21 140.67 1743.14 161.4 124.93 
Garut 2016 63.64 264.08 1808.71 505.81 280.44 
Garut 2017 64.52 233.77 1776.94 683.36 357.74 
Garut 2018 65.42 189.82 1776.94 658.9 393.54 
Indramayu 2015 64.36 192.09 1287.61 198.97 93.55 
Indramayu 2016 64.78 181.51 1393.87 455.87 209.95 
Indramayu 2017 65.58 227.25 1369.38 419.6 267.77 
Indramayu 2018 66.36 187.59 1371.77 429.38 310.92 
Karawang 2015 67.66 245.08 1246.48 132.38 89.23 
Karawang 2016 68.19 309.56 1250.73 342.42 200.29 
Karawang 2017 69.17 350.7 1239.74 461 254.99 
Karawang 2018 69.89 311.77 1245.52 491.49 280.95 
Kuningan 2015 67.19 54.92 1127.61 191.99 100.36 
Kuningan 2016 67.51 91.94 1218.6 420.1 225.18 
Kuningan 2017 67.78 78.98 1197.2 450.23 287.11 
Kuningan 2018 68.55 65 1197.2 399.73 262.3 
Majalengka 2015 64.75 86.46 1115.06 165.68 93.19 
Majalengka 2016 65.25 85.85 1225.93 399.65 208.98 
Majalengka 2017 65.92 96.36 1204.4 394.26 267.11 
Majalengka 2018 66.72 77.32 1204.4 420.42 312.49 
Pangandaran 2015 65.62 37.02 523.97 58.67 27.48 
Pangandaran 2016 65.79 139.59 546.73 96.91 61.68 
Pangandaran 2017 66.6 67.32 538.89 207.46 78.24 
  
Pangandaran 2018 67.44 59.29 538.88 190.11 76.68 
Purwakarta 2015 67.84 71.53 808.11 43.96 51.67 
Purwakarta 2016 68.56 119.75 857.56 265.99 116.03 
Purwakarta 2017 69.28 111.62 850.23 299.78 148.63 
Purwakarta 2018 69.98 100.69 854.42 265.88 141.72 
Subang 2015 66.52 162.19 1173.19 115.33 72.78 
Subang 2016 67.14 128.64 1305.61 321.67 163.51 
Subang 2017 67.73 188.59 1282.68 391.37 209.21 
Subang 2018 68.31 148.89 1282.68 436.39 185.34 
Sukabumi 2015 64.44 130.64 1496.07 150.82 113.98 
Sukabumi 2016 65.13 131.07 1595.76 495.3 255.44 
Sukabumi 2017 65.49 173.23 1575.41 516.67 326.25 
Sukabumi 2018 66.05 151.04 1580.42 533.28 300.9 
Sumedang 2015 69.29 75.65 1118.85 79.12 77.44 
Sumedang 2016 69.45 96.17 1138.93 378.6 169.41 
Sumedang 2017 70.07 104.52 1119.2 379.74 217.27 
Sumedang 2018 70.99 103.16 1125.8 409.72 192.46 
Tasikmalaya 2015 63.17 64.03 1380.49 189.43 101.34 
Tasikmalaya 2016 63.57 71.91 1467.97 537.92 227.46 
Tasikmalaya 2017 64.14 79.75 1442.19 567.74 290.15 
Tasikmalaya 2018 65 65.48 1451.25 550.28 322.59 
Bandung Barat 2015 65.23 60.58 1030.02 69.29 1153.1 
Bandung Barat 2016 65.81 139.62 1103.29 280.85 119.27 
Bandung Barat 2017 66.63 96.98 1088.13 411.36 152.34 
Bandung Barat 2018 67.46 81.42 1091.12 352.83 198.29 
 
  
Lampiran 2 Hasil Uji tatistik 
Statistik deskriptif 
Sample: 2015 2018
IPM DBH DAU DAK DD
 Mean 67.2719444... 154.312916... 1332.79819... 368.056527... 215.764305...
 Median 67.4149999... 111.58 1253.415 396.955 204.635
 Maximum 73.49 432.67 2163.44 737.02 1153.1
 Minimum 62.42 37.0200000... 523.97 43.96 27.48
 Std. Dev. 2.51210962... 98.7079757... 364.156033... 176.806797... 147.655106...
 Skewness 0.21956432... 1.16790266... 0.12235650... -0.0857518... 3.56116627...
 Kurtosis 2.45576346... 3.50778858... 3.18742226... 2.09236466... 23.5674164...  
Uji Command Effect 
Dependent Variable: IPM
Method: Panel Least Squares




Total panel (balanced) observations: 72
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 67.53551 0.951974 70.94263 0.0000
DBH 0.015689 0.002738 5.728941 0.0000
DAU -0.002218 0.000883 -2.511674 0.0144
DAK 0.001540 0.001828 0.842131 0.4027
DD -0.001365 0.001859 -0.734057 0.4655
R-squared 0.346603     Mean dependent var 67.27194
Adjusted R-squared 0.307594     S.D. dependent var 2.512110
S.E. of regression 2.090350     Akaike info criterion 4.379455
Sum squared resid 292.7607     Schwarz criterion 4.537557
Log likelihood -152.6604     Hannan-Quinn criter. 4.442396





Uji Fixed Effect Model 
Dependent Variable: IPM
Method: Panel Least Squares




Total panel (balanced) observations: 72
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 69.46383 2.336276 29.73271 0.0000
DBH -0.004295 0.002846 -1.509028 0.1376
DAU -0.002438 0.001727 -1.412244 0.1641
DAK 0.004562 0.000658 6.929719 0.0000
DD 0.000193 0.000571 0.337877 0.7369
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0.965168     Mean dependent var 67.27194
Adjusted R-squared 0.950539     S.D. dependent var 2.512110
S.E. of regression 0.558689     Akaike info criterion 1.920021
Sum squared resid 15.60667     Schwarz criterion 2.615669
Log likelihood -47.12074     Hannan-Quinn criter. 2.196960
F-statistic 65.97493     Durbin-Watson stat 1.913117
Prob(F-statistic) 0.000000
 
Uji Random Effect Model 
Dependent Variable: IPM
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)




Total panel (balanced) observations: 72
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 67.78264 1.425597 47.54686 0.0000
DBH 0.001041 0.002418 0.430546 0.6682
DAU -0.001589 0.001025 -1.550673 0.1257
DAK 0.003792 0.000594 6.384993 0.0000
DD 0.000235 0.000565 0.415756 0.6789
Effects Specification
S.D.  Rho  
Cross-section random 1.878692 0.9187
Idiosyncratic random 0.558689 0.0813
Weighted Statistics
R-squared 0.457669     Mean dependent var 9.893957
Adjusted R-squared 0.425291     S.D. dependent var 0.818713
S.E. of regression 0.620663     Sum squared resid 25.80991
F-statistic 14.13521     Durbin-Watson stat 1.143135
Prob(F-statistic) 0.000000
Unweighted Statistics
R-squared 0.024604     Mean dependent var 67.27194




Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test Statistic  d.f. Prob. 
Cross-section F 52.231428 (17,50) 0.0000
Cross-section Chi-square 211.079295 17 0.0000
 
Uji Hausman 
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 






















Std. Dev.   0.468841
Skewness   0.214452








 DBH DAU DAK DD 
DBH 1.000.000  0.382578  0.238694  0.015056 
DAU  0.382578 1.000.000  0.582013  0.272138 
DAK  0.238694  0.582013 1.000.000  0.413565 




R-squared 0.968244     Mean dependent var 72.25126
Adjusted R-squared 0.954906     S.D. dependent var 17.47129
S.E. of regression 0.556228     Sum squared resid 15.46948
F-statistic 72.59520     Durbin-Watson stat 2.019656
Prob(F-statistic) 0.000000
Unweighted Statistics
R-squared 0.964864     Mean dependent var 67.27194
Sum squared resid 15.74295     Durbin-Watson stat 1.976373
 
 Uji Autokorelasi 
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0.965168     Mean dependent var 67.27194
Adjusted R-squared 0.950539     S.D. dependent var 2.512110
S.E. of regression 0.558689     Akaike info criterion 1.920021
Sum squared resid 15.60667     Schwarz criterion 2.615669
Log likelihood -47.12074     Hannan-Quinn criter. 2.196960








Uji Fixed Effect Model GLS Cross-section Weight 
Dependent Variable: IPM
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)




Total panel (balanced) observations: 72
Linear estimation after one-step weighting matrix
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 70.81730 2.336370 30.31082 0.0000
DBH -0.005546 0.002577 -2.151783 0.0363
DAU -0.003388 0.001750 -1.935727 0.0586
DAK 0.004845 0.000641 7.558538 0.0000
DD 0.000200 0.000614 0.326167 0.7457
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
Weighted Statistics
R-squared 0.968244     Mean dependent var 72.25126
Adjusted R-squared 0.954906     S.D. dependent var 17.47129
S.E. of regression 0.556228     Sum squared resid 15.46948





Lampiran 3 Tabel Distribusi 
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